








ABSTRAK

Skripsi dengan judul “ANALISIS MASLAHAH MURSALAH
TERHADAP DUMPING (Studi Kasus Perdagangan TV oleh SONY corp. techadap
Amerika Serikat)” merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab
permasalahan: 1) bagaimana deskripsi dumping? 2) Bagaimana analisis maslahah
mursalah terhadap dumping?

Metodc yang digunakan dalam penclitian ini adalah deskriptif verifikatif
yaitu menyajikan data yang diperoleh dan dihimpun sehingga membentuk
konfigurasi masalah yang dapat dengan mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan
pola pikir deduktif; yaitu penarikan kesimpulan dari yang berbentuk umum ke
bentuk khusus, di mana kesimpulan itu dengan sendirinya muncul dari satu atau
beberapa tulisan sebagai pendahulu untuk menarik suatu kesimpulan.

Secara umum penulis menyimpulkan bahwa dumping adalah sebuah sistem
dagang yang menjual barang dipasaran luar negeri dengan harga. Dan hal ini adalah
scsuatu yang wajar dalam perdagangan. Namun, dalam kondisi tertentu dapat
berakibat sangat buruk terhadap perindustrian sejenis di negara tujuan dumping,
sehingga perlu dilarang. Akan tetapi hal-hal positif juga dapat dirasakan olch banyak
kalangan terutama para konsumen. Yaitu mereka dapat menikmati barang konsumsi
mereka dengan tanpa mengeluarkan harga yang tinggi dari biasanya.

Dalam Islam. Apabila ada sebuah permasalahan yang tidak terdapat dasar
hukumnya dapat menggunakan Mas/ahah Mursalah sebagai metode menyimpulkan
hukum. Dengan tetap harus mengacu terhadap maksud-maksud hukum Islam secara
umum. Salah satunya kepentingan yang lebih luas. Sehingga dalam Islam juga tidak
perlu dilakukan pelarangan terhadap aktifitas perdagangan dengan sistem dumping,

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pemerintah juga harus lebih

bersikap Obycktif, dalam arti masyarakat bawah juga harus mendapatkan perhatian
yang sama dengan kalangan yang kaya raya.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah sistem perckonomian yang berbasis pada produksi dan
konsumsi barang, tentunya membutuhkan scbuah tempat untuk mempertukarkan
kebutuhan antara konsumen dan produscn. Sederhana saja, tempat itu biasa
disebut dengan istilah pasar, yaitu tempat bertemunya calon penjual barang atau
jasa pada waktu tertentu. Itulah scbuah terminologi sederhana tentang pasar.
Karcna itu pasar juga sckaligus memegang peranan yang sangat penting dalam
sebuah sistem perckonomian dan aktifitas yang berada di dalamnya biasa juga
disebut dengan istilah perdagangan.

Seiring dengan perkembangan science and technology. Singkatl saja,
perkembangan ekonomi pun tidak dapat ditampik lagi, oleh karcna alat produksi
teiah mengalami perkembangan yang sangat besar. Sehingga hasil produksi juga
mengalami peningkatan yang luar biasa.' Pada saat bersamaan -meningkatnya
hasil produksi- maka diperlukan sebuah strategi yang tepat untuk merilis hasil
produksinya ke pasaran. Ke pasar manapun yang dianggap memberikan peluang

barang tersebut dapat diterima dan dibutuhkan oleh konsumen. Dan tentunya

'Proses perkembangan ekonomi; pada prinsipnya yang memegang peranan utama adalah adanya nilai
lebih (surplus value)di mana ada nilai lebib, maka disitu juga akan mengalami scbuah perkembangan.
Jadi perkembangan ekonomi disehabkan olch kcadaan perekonomian. Teori ini dikemukakan oleh
Karl Marx dan dijelaskan kembali olch Franz Magnis Suseno dalam bukunya "Marerialisaie Dan
Revisionisme Scjarah’.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



misalnya; persaingan dilakukan dengan mclakukan diskriminasi harga yang biasa

dikenal dengan istilah dumping,’

Menurut Karaus Lengkap Perdagangan Internasional, dumping adalah
penjualan suatu komoditi di suatu pasar luar negeri pada tingkat harga yang lebih
rendah dari nilai yang wajar.’ Biasanya dianggap sebagai tingkat harga yang
lebih rendah daripada tingkat harga di pasar domestiknya atau di negara ketiga
(tujuan). Dumping merupakan salah satu dari strategi dalam merebut persaingan
pasar luar negeri yailu dengan cara diskriminasi harga. Diskriminasi harga,
menurut Ida Bagus Wiyasa Putra ada tiga alasan yaitu:

1. Untuk mengembangkan pasar, dengan cara memberikan insentif melalui
pemberlakuan harga yang lebih rendah kepada pembeli (pasar yang dituju).

2. Adanya pcluang, pada kondisi pasar yang memungkinkan penentuan harga
secara lebih Icluasa, baik di dalam pasar ckspor maupun impor.

3. Untuk mempersiapkan kesempatan bersaing dan pertumbuhan jangka
panjang yang Icbih baik dengan cara memanfaatkan strategi penetapan harga
yang lcbih baik dan progresif.

Umumnya motif suatu negara pengekspor yang melakukan dumping
adalah merebut pangsa pasar bagi produknya di negara-ncgara tujuan ckspor.

Ketika harga barang yang diekspor lebih rendah dari harga barang yang sama di

“bttp://google.co.id. “Praktek Dumping dalam Purspektif Hukum Perssingan Usaha', diundub pada
tanggal 12 Juni 2010, Surabaya,

*Tumpal Rumapea, Kamus Lengkap Perdagangan Internasionsl, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2000), h. 230.



negara tujuan ekspor maka tentunya ini akan menguntungkan negara pengekspor
karena secara rasional produknya akan digemari di negara luar negeri. Dan
masyarakétpun akan mendapatkan barang konsumsinya dengan harga yang lebih
murah dan tentunya ini akan memberikan multiplier yang positif dan besar bagi
perekonomian negara pengekspor. "

Namun dengan harga jual yang lebih rendah itulah berbagai macam
analisis negatif tentang dumping muncul. Beberapa kalangan menerangkan
bahwa dumping merupakan sebuah persaingan dengan instrumen harga (price
instrument competition) yang tidak sehat. Artinya hal tersebut dapat merugikan
pelaku usaha sejenis di negara tujuan dumping, karena akan kebanjiran barang
dari negara lain dengan harga yang lebih murah. Dan ujungnya mudah untuk
ditebak; kemampuan bersaing pelaku usaha sejenis secara perlahan akan
menurun dan bahkan hilang, hingga akhirnya tak dapat lagi bersaing. Yang
tentunya hal seperti ini akan diikuti dampak lanjutan semisal; pemutusan
hubungan kerja (PHK) massal bagi para pekerja, dan pengangguran masyarakat
buruh tak dapat dihindari lagi. Itu artinya populasi masyarakat miskin akan
meningkat. Pada titik inilah diperlukan sebuah regulasi yang jelas untuk
mengatur hal-hal seperti di atas. Guna melindungi para pelaku usaha dan
masyarakat buruh dari akibat negatif turunan dumping.

Sistem dumping memang memiliki daya tarik tersendiri. Dari satu sisi

mampu memberikan sebuah keuntungan namun di sisi lain juga dapat berakibat
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fatal bagi perekonomian yang ada. Yaitu, memberikan kesempatan bagi para
konsumen untuk mendapatkan barang konsumsinya dengan tanpa harus
mengeluarkan banyak biaya terhadapnya, dan karenanya sebuah usaha untuk
melarang dumping berarti juga merupakan usaha menghalang-halangi konsumen
untuk mendapatkan barang murah. Namun, ini juga berarti menggerogoti pasar
yang telah dibangun oleh produsen lokal barang sejenis dan sangat
berkemungkinan menggulung tikar-kan mereka sekaligus.

Dan oleh karena itu juga, penulis sangat tertarik untuk menganalisis
permasalahan dumping dari sisi hukum (Islam). Dan, dalam hal ini penulis
memilih konsep mas/ahah mursalah sebagai pisau analisis terhadap permasalahan
dumping,

Pertanyaan yang muncul pertama kali adalah mengapa harus
menggunakan maslahal mursalah sebagai pisau analisis terhadap persoalan
dumping? Setidaknya ada dua alasan yang bisa dikemukakan di sini. Pertama,
karena dari berbagai penelusuran literatur yang dilakukan penulis, Dalam Islam
tidak ada sebuah peraturan yang mengatur dan menjelaskan tentang persoalan
dumping. Dan dalam Islam, ketika terjadi permasalahan serupa ini maka dapal
dan boleh melakukan ijtihad untuk menggali hukum (istinbaf) Islam. Dan salah
satu metode itu adalah mas/ahah mursalah. Kedua, karena maslahah mursalah
tetap harus mengacu kepada magasid syar’i atau tujuan hukum, Maka semuanya

dengan otomatis harus dilakukan dengan sangat teliti dan ketelitian dalam



mengurai  permasalahan. Inilah yang menjadi pertimbangan penulis bahwa
maslahah mursalah sebenarnya merupakan sebuah metode kritis penggalian
hukum Islam yang sangat revolusioner. Karena tidak dapat dipungkiri, bahwa
kehidupan memang selalu mengalami perkembangan. Dan bahkan
perkembangan-perkembangan tersebut tcrkaaang belum mendapatkan legitimasi
hukum dengan jelas. Namun metode istinbat ini mampu mendiagnosa
permasalahan secara teliti. Sehingga hasilnyapun mudah ditebak; resep obat
yang manjur dan menychatkan, sederhana saja.

Uraian permasalahan di atas memberi kesempatan ruang bahasan yang
sangat luas bagi para peneliti. Dan disini penulis tertarik untuk melakukan
sebuah pembahasan mengenai persoalan dumping, untuk dijadikan skripsi. Dan
skripsi ini diberi judul “ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP
DUMPING (Studi Kasus Perdagangan TV Oleh SONY Corp. Terhadap Amerika

Serikat)”

. Rumusan Masalah

Uraian permasalahan di atas, menambah daya tarik untuk dibahas lebih
dalam lagi. Dan untuk membuat pembahasan ini lebih fokus, penulis membuat
rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana deskripsi diskriminasiharga dalam praktek dumping?

2. Bagaimana analisis mas/ahah mursalahterhadap dumping?



C. Kajian Pustaka

Sempat ada perdebatan pada awalnya tentang pengangkatan judul skripsi
ini. Kareng disinyalir ada satu skripsi yang dianggap mirip dengan tulisan ini.
Skripsi yang berjudul “DUMPING DAN ANTI DUMPING DALAM
REGULASINYA MENURUT GATT DALAM PERSPEKTIF HUKUM
DAGANG ISLAM” pada sebuah perguruan tinggi Islam negeri di Jogja. Secara
sekilas judul itu dianggap sama dengan arah penulisan skripsi ini, meskipun
penulis sendiri menganggapnya berbeda. Karena itulah penulis berusaha
menelusuri  keberadaan skripsi tersebut, dan sejauh ini hasilnya tidak
memuaskan. Artinya masih nihil.

Namun harus diakui bahwa tulisan ini tidak berangkat dari suatu
kekosongan, melainkan melanjutkan berbagai kajian dan tulisan yang sudah
dilakukan sebelumnya. Kajian yang mengambil obyek dumping mungkin sudah
banyak dilakukan oleh para penulis baik dalam bentuk buku, artikel, maupun
karya-karya ilmiah yang lain. Namun demikian pada umumnya studi tersebut
hanya membahas dari satu dimensi kajian saja. Sebut saja sebuah makalah
Sukarmi.' Yang berjudul: “PRAKTEK DUMPING DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERSAINGAN USAHA”, disampaikan pada acara seminar:
Implementasi Peraturan Anti Dumping Serta Pengaruhnya Terhadap Persaingan

Usaha Dan Perdagangan Internasional, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum

*Pemakalah adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan sejak 2006-sckarang
sebagai anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (KPPU RI).



Universitas  Airlangga, Surabaya, 21 Juni 2008. Makalah ini mencoba
menganalisa praktek dumping dari sisi UU No. S/ 1999. Meskipun tidak
disebutkan dengan jelas dalam UU tersebut namun ternyata UU No. 5/ 1999 ini
Jjuga menyediakan sebuah mekanisme untuk menangani kasus tersebut (kurang
lebih begitu isinya).

Dari sini dapat terlihat bahwa tulisan Sukarmi. memang berbeda dengan
skripsi penulis dengan judul: “ANALISIS MASLAHAH MURSALAH
TERHADAP DUMPING (Studi Kasus Perdagangan TV oleh SONY corp.
terhadap Amerika Serikat)”. Perbedaan terdapat pada penggunaan mas/ahah
mursalah sebagai salah satu pisau analisis terhadap masalah dumping. Meskipun
terdapat perbedaan dalam tujuan penulisan, penulis tetap akan menjadikan
tulisan Sukarmi. sebagai sumber atau referensi penulisan skripsi ini. Hal ini

dilakukan untuk mempermudah pembahasan nantinya,

. Tujuan Penelitian
Sebagaimana kebanyakan karya tulis yang lain, tulisan tentang dumping
ini juga mempunyai sebuah tujuan penulisan. Beberapa tujuan dapat diuraikan di
sini, yaitu:
1. Mengurai tentang sebuah persaingan usaha yang menggunakan sistem
dumping dan menelusuri latar belakang terjadinya dumping serta
menunjukkan akibat-akibat yang bisa ditimbulkan oleh persaingan usaha

dengan sistem dumping,.



2. Berbagai macam uraian tentang dumping, pada tahap selanjutnya akan
dianalisa menggunakan metode Jistinbat hukum Islam yaitu mas/ahah
mursalah dengan tujuan:

a. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap praktek dumping.

b. Bahwa dalam dumping ini mengandung dua sisi yang hampir tidak dapat
dipisahkan. MafSadah berupa hilangnya kemampuan bersaing industri
lokal semisal karena barang dumping. Dan manfa’ah, berupa harga
konsumsi barang yang tidak perlu didapatkan dengan harga yang sangat
mahal. Dan mas/ahah mursalah yang hadir dengan konsep umum berupa
kebaikan “kemaslahatan” umum diharapkan mampu mengurai dengan
baik tentang definisi umum di dalam masalah ini.

c. Untuk mengetahui seberapa luwes hukum Islam terhadap sebuah
problematika kekinian yang sekaligus untuk mempertegas bahwa Islam

memang rahmatan /il ‘alamin.

E. Kegunaan Hasil Pen¢litian
Sesuai dengan tujuan penulisan skripsi ini, maka tulisan ini juga
diharapkan dapat memberi manfaat yang sangat luas. Manfaatnya dapat dilihat
dari dua sisi, yaitu:
1. Aspek Teoritis

a. Dapat memberikan wawasan keilmuan kepada pembaca
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b. Berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin
berkembang

¢. Untuk menguji kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah
diterima selama di bangku kuliah.

2. Aspek Praktis

a. Dapat dijadikan bahan pedoman penelitian selanjutnya bila kebetulan ada
titik singgung dengan masalah ini.

b. Dapat menjadi alternatif jawaban para pelaku ekonomi terutama
masyarakat Indonesia dan para muslim ketika menghadapi permasalah

yang seperti ini nantinya.

F. Definisi Operasional
Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan pemahaman
pembaca dan mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu

untuk mengemukakan secara jelas, tegas dan terperinci maksud judul tersebut, di

antaranya:

Maylshah mursalah : menurut bahasa berarti kesejahteraan umum, sedangkan
menurut istilah Ulama’ Ushul adalah: Maglahah dimana
syari’ tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan
maglahah itu dan juga tidak ada dalil yang menunjukkan

atas pengakuan ataupun pembatalannya.
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Dumping : Penjualan suatu komoditi di suatu pasar luar negeri pada
tingkat harga yang lebih rendah dari nilai yang wajar,
Biasanya dianggap sebagai tingkat harga yang lebih
rendah daripada tingkat harga di pasar domestiknya atau

di ncgara ketiga (tujuan).

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan
pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian
adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa
suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.’ Jadi, metode penelitian adalah
suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan
menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.

1. Data yang Dihimpun
Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data
yang mendukung terungkapnya penelusuran tentang dumping TV oleh
SONY. Dalam hal ini adalah literatur dan keputusan-keputusan yang dibuat

oleh WTO.

5Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metode Pepelitian, (Bandung: Bumi Aksara, 2005), h. 1
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2. Sumber Data

4. Sumber Primer

1) Article VI “Anti-dumping and Countervailing Duties/naskah tentang
kesepakatan anti dumping” GATT/WTO.
2) Imam Al-Syatibi, Muwaffaqgat.
b. Sumber Skunder
1) Amir Nuruddin, Jjtihad Umar bin al-Khattab.
2) Fadzlur Rahman, Membuka Pintu ljtihad,

3) Haula Adlof dan Chanrawulan, Masa/ah-Masalah Hukum Dalam

Perdagangan Internasional,
4) Nasroen Haroen, Figh Muamalah.
5) Sadono Sukirno, Pengantar Teori Ekonomi Mikro.
6) Hira Jamtani, WTO Dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga.
7) Charles P. Kindkeberger, Fkonomi Internasional,
8) Jainuddin Zakaria, Pengantar Teori Ekonomi Makro.
3. Metode Pengumpulan Data
Dalam suatu penelitian dibutuhkan data yang relevan dengan tujuan
penelitian.  Sedangkan untuk mendapatkan data-data tersebut perlu
menggunakan metode yang cocok dan dapat mengangkat data yang
dibutuhkan. Karena ini merupakan penelitian literatur maka metode yang

penulis pergunakan dalam pengumpulan data ini adalah -metode studi
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dokumen yaitu mencari data atau informasi dapat benda-benda tertulis
seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian
lainnya..6 Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai
permasalahan dumping dan latar belakang terjadinya dumping.

4. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis
catatan hasil observasi wawancara dan lainnya untuk meningkatkan
pemahaman peneliti tentang obyek yang diteliti dan menyajikannya sebagai
tujuan bagi orang lain.’

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis
deskriptif ~ analitis yang bertujuan untuk menggambarkan atau
mendeskripsikan tentang dumping dan latar belakang terjadinya dumping dan
dampaknya. Dijelaskan satu-satu secara spesifik kemudian dianalisis
menggunakan metode mas/ahah mursalah dan selanjutnya ditarik

kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan pembahasan penelitian, maka diperlukan adanya

sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami karya tulis ini. Adapun

sistematika pembahasan tersebut adalah:

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 115
"Noeng Muhajir, Metodologi Kualitatif (Bandung: Rake Sarasin, 2000 Bandung: Rake Sarasin,
2000), b. 183 :
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Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,
definisi operasional, metode pembahasan, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan tentang beberapa kerangka teoritis yang akan
digunakan oleh penulis untuk menganalisa sebuah permasalahan tentang
dumping. Yaitu berisikan tentang konsep mas/ahah mursalah secara utuh,

Bab ketiga berisikan uraian serius tentang dumping, latar belakang
terjadinya dumping, dampak yang mungkin ditimbulkan oleh dumping.

Bab keempat pada dasarnya merupakan inti dari penulisan skripsi ini.
Yaitu berisikan tentang analisis data-data yang ada dengan menggunakan
mctode yang telah dipilih oleh penulis yang meliputi analisis mas/ahah mursalah
terhadap permasalahan dumping,.

Sedangkan yang terakhir adalah bab lima yang berisi penutup yang
menguraikan tentang hasil akhir atau kesimpulan dari penelitian dan saran-saran

yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait.



BABII
KONSEP DASAR MASLAHAH MURSALAH

A. Definisi Mas/ahah Mursalsh

Kata maglahah berasal dari masdar shaluha yang digunakan untuk sesuatu
atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, benar, adil, shaleh, jujur atau
mcnunjukkan suatu keadaan yang mengandung kebaikan.

Maslahah sendiri berarti sebab, cara, suatu kebaikan atau permasalahan
atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan.'

Imam Ghazali mendefinisikan maglahah dalam pengertian esensial
merupakan suatu ckspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfa’ah) atau
menyingkirkan sesuatu yang keji (madharrah)

Mashlahah mursalah menurut bahasa berarti kesejahteraan umum,
sedangkan menurut istilah Ulama’ Ushul adalah: Maglahah dimana syar’i tidak
mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahah itu dan juga tidak ada dalil
yang menunjukkan atas pengakuan ataupun pembatalannya.

Contoh dari maslahah mursalah dijadikan hukum adalah; sahabat
mensyariatkan pengadaan penjara, mencetak mata uang, menetapkan hak milik

tanah pertanian sebagai hasil kemenangan warga sahabat itu sendiri dan

'Aswin W Yudian, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, al-Ikhlas, Surabaya: 1995 terjemahan
dari Is/amic Legal Philosofy, a Study of Abu Ishaq al- Shatibi’s Life and thought), Muhammad
Khalid Mas’ud

15
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menentukan pajak penghasilannya serta masalah-masalah yang dituntut oleh
keadaan darurat kebutuhan atau karena adanya kebaikan bersama.’

Penjelasan dari definisi-definisi di atas mas/ahalh mursalah dimaksudkan
untuk merealisir kemaslahatan umat manusia schingga mendatangkan
kemanfaatan bagi mereka serta menghilangkan kesulitan-kesulitan yang akan

timbul dari hukum tersebut.

B. Dalil-dalil Ulama’ yang Menjadikan Mas/ahah Mursalah Sebagai Hujjah

Jumhur Ulama’ umat Islam berpendapat bahwa mas/ahah mursalah
scbagai hujjah Syari’at yang dijadikan dasar pembentukan hukum dan
bahwasannya kejadian atau permasalahan yang tidak ditemukan hukumnya
dalam nash (al- Qur'an dan as-Sunnah) Ijma’, qiyas dan istihsan itu disyariatkan
padanya hukum yang dikchendaki oleh maslahah (kesejahteraan) umum, dan
tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar maglahah ini karena adanya

sanksi syar’i yang mengakuinya. Dalil-dalil tersebut antara lain :
1. Bahwa masalah umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya, maka
jika tidak disyariatkan hukum mengenai kemaslahatan manusia terhadap

sesuatu yang baru tersebut, maka berarti telah ditinggalkan beberapa

2Khallaf Abd. Wahab, Kaidsh-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Figh) Raja Grafindo Persada,
Jakarta:2002, h. 123-124
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kemaslahatan umat manusia pada berbagai zaman dan tempat karena tidak
adanya ketentuan hukum yang menghukumi masalah tersebut.?

2. Bahwgsanya orang yang meneliti pembentukan hukum para sahabat, tabi’in
dan para mujtahid, maka jadi jelas bahwa mereka telah mensyariatkan
beberapa hukum untuk merealisir maslahah umum bukan karena adanya
sanksi yang mengakuinya.*

Di samping dalil-dalil di atas, pembentukan maslahah juga berdasarkan
pertimbangan hukum sebagai berikut;

1. Kehendak Tuhan dan Kepentingan Manusia

Kata Islam berarti “ pasrah “ atau ketundukan tanpa syarat (kepada
kehendak Allah) yang di dalamnya terkandung makna ¢ kesediaan untuk
mengetahui dengan pasti apa yang dikehendaki Allah untuk dilakukan
hambaNya, karena kehendak Allah itulah yang menentukan nilai dan tujuan
tertinggi dari kehidupan manusia sehingga hal itu menjadi hukum atau
perintah Tuhan bagi hambaNya.

Perintah-perintah Allah tersebut tertuang dalam al-Qur’an yang
diyakini sebagai wahyu sekaligus sumber otentik untuk mengetahui
kehendak Allah tersebut. Juga dalam setiap kata dan tindakan Nabi
Muhammad SAW yang disebut as-sunnah untuk dijelaskan dan disampaikan

kepada scluruh umat manusia.

3Ibid, h. 125
*Ibid, h. 126
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Muatan-muatan hukum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah menjadi
sebuah system yang komprehensif tentang tingkah laku manusia, baik secara
personal maupun public yang kemudian membentuk hukum Islam atau
syari’ah atau Figih ysng memerlukan suatu ijtihad untuk memahaminya
karcna scbagian kata-kata dalam al-Qur’an penunjuk pada makna yang pasti
(qath’i) dan sebagian lagi menunjuk pada makna yang kurang jelas (dzannj).

Syari’ah dan figih merupakan kunci dalam hukum Islam dimana
syari’ah merupakan wahyu yang nyata terdapat dalam al-Qur’an dan as-
Sunnah (hukum in abstracto) sedangkan figih merupakan intelektualitas para
mujtahid dalam menggali hukum untuk memahami dzanni dalalah menurut
pemahaman mereka (hukum in concreto) atas permasalahan-permasalahan
yang ada di zaman modern setelah ketiadaan Nabi Muhammad SAW.S
Ushul Figih dan Qawa’idul Fighiyah

Ushul Fiqih seringkali diterjemahkan sebagai yurisprudensi Islam,
teori hukum Islam dan juga metodclogi hukum Islam. Para ahli hukum Islam
mengartikan ushul figih sebagai pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan
pembahasan-pembahasan lain yang digunakan untuk mendapatkan hukum
syar’i (hukum Tuhan) dan ‘amali (tentang perbuatan manusia) dari dalil-
dalilnya yang terperinci.

Secara umum, pembahasan ushul figih meliputi:

*Mun'im Abdul, “Melacak Maslahah Syafi’iyah” Dalam GERBANG, ELSAD, Surabaya : 2002, h.

182-184
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1. Klasifikasi hukum syari’ah seperti taklifi, hukum wad’i dan ikhtiyari
2. Dalil-dalil hukum (adillah ass-syar’iyah) atau sumber hukum Islam
3. Metode menggali hukum

4. ljtihad, fatwa, ittiba’, taqlid dan talfig

Sedangkan Qawa’idul Fighiyah adalah rangkaian kata-kata yang
disusun oleh para ahli figih yang mengandung' makna-makna dari nash yang
otoritatif dan prinsip-prinsip umum syari’ah. Kaidah ini juga menentukan
bentuk akhir keputusan hukum yang akan diambil jika kondisi dan
persyaratan yang melatarbelakangi suatu masalah telah mengalami
perubahan,

Dengan demikian ushul figih beserta cabang-cabang ilmu syari’ah
lainnya memiliki karakter yang sama, yakni dibangun di atas paradigma
tentang wahyu, sebagai pengaruh dan sumber yang paling otoritatif berada di
atas dan lebih tinggi dari rasionalitas dan perundang-undangan buatan
manusia (hasil ijtihad) yang di dalamnya termasuk juga ijma’ dan giyas.’

3. Akar Teologi Maglahah

Maslahah sebagai suatu prinsip ijtihad yang pada umumnya untuk

mempertimbangkan bahwa “ yang baik “ adalah “ sah “ adalah “ baik “ telah

digunakan pada periode yang sangat awal dalam perkembangan figih.

®Ibid, h. 184-186
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Penggunaan prinsip ini dikaitkan dengan para juris (fuqaha’) dari

aliran hukum klasik pada awal dengan para sahabat Nabi SAW.’

C. Syarat-syérat Menjadikan Hujjah Maglahah Mursalah
Para ulama’ sangat berhati-hati dglam menjadikan hujjah naslahah
mursalah sehingga pembentukan hukum tersebut tidak berdasarkan hawa nafsu
dan keinginan perseorangan saja karena itu mereka mensyaratkan pembentukan
hukum mags/ahah mursalah berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut :®
1. Berupa maglahah yang sebenarnya bukan maslahah yang bersifat dugaan.

Agar pembentukan hukum terhadap suatu kejadian dapat terealisir
dan dapat mendatangkan manfaat serta menolak adanya mahdharat,

Adapun maslahah yang hanya bersifat dugaan adalah adanya dugaan
semata bahwa pembentukan hukum itu akan mendatangkan keuntungan-
keuntungan tanpa mempertimbangkan di antara maslahah lain yang dapat
didatangkan akibat pembentukan hukum tersebut, seperti maslahah yang
didengar dalam hal merampas hak suami untuk menceraikan istrinya dan
menjadikan hak untuk menjatuhkan thalaq itu bagi hakim (qadhi) saja dalam

segala hal.

T

Ibid, h. 190-192

SKbhallat” Abd. Wahab, Kaidabh-Kaidah Hukum Islam (Hlmu Ushul Figh), Raja Grafindo Persada,
Jakarta: 2002, h. 127-128
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2. Berupa maglahah yang umum bukan maslahah perorangan.

Agar pembentukan hukum terhadap suatu masalah dapat
mendatangkan maglahah kepada kebanyakan orang atau dapat menolak
madharat bagi mercka, bukan mendatangkan maglahah bagi seseorang atau
hanya untuk beberapa orang saja di antara mereka.

3. Pembentukan hukum maslahah tidak bertentangan dengan hukum atau
prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma’.

Tidak sah mengakui maslahah yang menuntut adanya kesamaan hak
antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian waris, karena
maglahah ini adalah maslahah yang dibatalkan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa maslahah atau dengan
istilah lain Al-washfu al-Munasib (sifat yang sesuai) ketika terdapat sanksi
syara’ yang mengakuinya dengan salah satu dari macam-macam pengakuan,
maka berarti sifat tersebut telah diakui oleh syar’i,

Sifat yang sesuai tersebut adakalanya sesuai dengan yang
mempengaruhinya dan adakalanya sesuai yang sepadan (sama). Dan ketika
terdapat saksi mata yang membatalkan pengakuan itu, maka sifat itu adalah
sesuai (kesesuaian) yang dibatalkan. Tetapi bila tidak terdapat saksi syara’ yang
mengakui atau membatalkan, maka sifat tersebut adalah sesuai dengan yang

umum (al-Munasib al-Mursal) atau mas/ahah mursalah.’

%Ibid, b. 129



22

D. Maslahah Mursalah Menurut Imam Syafi’i dan Asy-Syatibi

1.

Menurut Imam Syafi’i

V'Imam Syafi’i bernama asli Muhammad Bin abu Abdullah Bin
Muhammad Bin Idris Bin Abbas Bin Usmgn Bin Syafi’i Bin Sa’ib Bin Ubayd
Bin Abd. Yazid Bin Hasyim Bin Abd. Muthalib Bin Abd. Manaf bin Qusayy
Bin Kilab. Lahir di Gazza Palestina (150-204 H / 767-819 M)

Syafi’i adalah orang pertama yang meletakkan dasar bagi bangunan
ushul fiqih sebagai disiplin ilmu, dari isi ushul figih tersebut Syafi’i
berpendapat bahwa magslahah merupakan tujuan dari kehendak Allah yang
dituliskan dalam al-Quran dan as-Sunnah sehingga maslahah tidak bisa
berdiri sendiri menjadi suatu sumber hukum,

Menurut imam Syafi’i magslahah hanya bisa menjadi metode
penalaran hukum di luar nash dengan batas-batas kaitan tekstual saja,
sehingga Syafi’i lebih menjadikan mmaslahah sebagai pertimbangan hukum'®
saja bukan sumber hukum.

Rudi Paret dalam bukunya memaparkan bahwa maslahah sebagai
suatu istilah teknis tidak digunakan oleh Maliki atau Syafi’i,'' artinya
pertimbangan-pertimbangan semacam maglahah yang berkembang pada masa

Syafi’i dan sebelum dirumuskan dalam istilah teknis, karena dalam metode

"“Ibid, b. 168-170 ~
YParet Rudi, “Istihsan and Istislah”Shorter Encyclopedia Of Islam, EJ. Brill, Leiden : 1961
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pemikiran Syafi’i mengenai sumber-sumber hukum menekankan bahwa
penalaran harus dihubungkan dengan teks-teks wahyu melalui giyas sehingga
dengan. begitu konsep dan metode maslahah juga akan terlihat.

Keharusan adanya kaitan tekstual hukum di atas mengisyaratkan
penolakan Syafi’i terhadap mas/ahah }nwsalgb. Namun, Mustafa Zaid
berpendapat bahwa penolakan Syafi’i terhadap mas/ahah mursalah karena
Syafi’i menganggapnya sejenis dengan istihsan yang bisa diartikan bahwa
“Allah mengabaikan sebagian maslahah bagi hambaNya” atau Allah tidak
menetapkan aturan untuk mewujudkan dan menjaminnya (maslahah
hambaNya).

Hal tersebut menurut Syafi’i bertentangan dengan ayat al-Qur’an
surat al-Qiyamah ayat 36 yang artinya “Apakah manusia menyangka bahwa
ia akan ditinggalkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban) 7. ayal ini
mencrangkan bahwa manusia tidak diciptakan dengan sia-sia”, schingga bisa
disimpulkan bahwa tidak ada kasus yang terjadi pada manusia tanpa adanya
suatu petunjuk dari al-Qur’an yang sudah tersedia jawabannya baik secara
langsung maupun hanya garis besarnya saja.

Dalam berbagai karyanya Syafi’i menolak apa yang disebutnya dengan membuat
keputusan berdasarkan hawa nafsu (syahawat) dan hanya berorientasi untuk mencari
enak (tala zu z) saja.

Jadi, meskipun konsep magslahah mursalah belum tersusun pada waktu

itu, bisa disimpulkan bahwa Syafi’i menolak landasan filosofis mas/ahah
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mursalah sebagai sumber hukum karena hal itu bisa menimbulkan adanya
anggapan bahwa ada maslahah yang oleh Allah atas hambaNya.
‘I.(ckhawatiran Syafi’i terhadap adanya keputusan yang berdasarkan
hawa nafsu dan mencari enak saja, menurut para teoritis pasca Syafi’i bisa
dihilangkan, oleh karena itu maka aspirasi manusia yang berasal dari
pcrtimbangannya sendiri (ijtihad) menjadi perhatian dalam pembentukan
hukum, sehingga para teoritisi sesudahnya menyingkapi dan menjadikan

maglahah sebagai teori yang bersumber dari metode giyas sebagai titik tolak

ukurnya.'?
2. Menurut Asy-Syatibi

Asy-Syatibi bernama asli Abu Ishaq Ibrahim Bin musa al-Lakhmi
asy-Syatibi (W. 796/1388)."* Asy-Syatibi adalah tokoh penengah yang
menycimbangkan antara analisis teks dengan analisis realitas masyarakat
dalam penalaran dan argumentasi hukum, Ditulis dalam Muwaffaqad IV : 47
bahwa asy-Syatibi menjelaskan “ijtihad hukum bergerak dalam dua arah
menuju ke titik yang sama. Arah pertama merupakan analisis tekstual untuk
menemukan inti dan illat hukum, arah kedua melakukan analisis terhadap

kasus untuk menemukan inti permasalahan dan kemaslahatannya.

20pcit, h. 197-198

BAswin W Yudian, Filsafst Hukum Islam Dan perubshan Sosial al-Ikhlas, Surabaya: 1995
terjemahan dari Islamic Legal Philosofy, a Study of Abu Ishaq al- Shatibi’s Life and thought),
Muhammad Khalid Mas’ud, b. 24



25

Asy-Syatibi mempunyai dua karya besar yang yaitu kitab al-I’tisham
dan al-Muwafaqat yang menjadi jawaban alternative untuk kebaikan kondisi
objektif umat Islam.

Asy-Syatibi mendefinisikan maglahah sebagai suatu maslahah yang
membicarakan substansi kehidupan manusia dan pencapaian apa yang
dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam
pengertian yang mutlak.

Tujuan utama syar’i adalah kemaslahatan umatnya oleh karcna itu
Asy-Syatibi daiam bukunya “Muwafaqat” menjelaskan bahwa unsur lain
dalam pengertian maslahah adalah melindungi kepentingan-kepentingan.
Asy-Syatibi membagi maglahah menjadi tiga tingkatan, antara lain :

. Dharuriyyah (kepentingan primer) adalah yang terpenting, karena sangat
fundamental, manfaat yang sangat mendasar dan utama diperlukan untuk
kelangsungan hidup setiap insan, yang apabila ditinggalkan akan menjadi
gangguan yang sangat membahayakan.

Ada lima hal yang paling utama dan mendasar yang masuk dalam jenis

ini, yang kepentingan nya harus selalu di jaga atau dilindungi:

a. Melindungi Agama (a/-Din)- untuk perseorangan ad-Din berhubungan
dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah,
membela Islam dari pada ajaran-ajafan yang sesat, membela Islam

dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagisn Yyang lain di antars
- kamu dengan jalan yang batil...”
Ke lima hal yang penting di atas di dapat dari syariah sebagai essensi dari
pada existensi manusia. Oleh karena itu semua golongan sosial sudah
selayak nya melindunginya, karena inka tidak, kehidupan manusia di
dunia akan menjadi kacau, brutal, miskin dan menderita, baik di dunia
dan di akhirat nanti nya.

2. Hajjiyyah (kepentingan sckunder) suatu pelengkap dari lima dasar
kebutuhan hidup (basic necessities) di atas, yang bertujuan untuk
memfasilitasi praktek dan penerapannya. Contohnya di dalam transaksi
ekonomi syariah adalah diizinkannya transaksi jual beli (bai), sewa
menyawa (Jjarah), bagi hasil (mudharabah), dan transaksi ekonomi
syariah lainnya.

3. Tahsiniyyah (kepentingan pelengkap) untuk memperindah dari kebutuhan
hidup (daruriyyat) dan pelengkapnya (hajiyyat) yang bila diabaikan tidak
mengganggu kehidupan kita, hanya mungkin agak kurang menyenangkan
sedikit. Dalam transaksi ekonomi syariah contohnya adalah larangan
untuk menjual sesuatu yang tidak punya nilai ekonomi dan membuat
public property, seperti jembatan, danau.

Ketiga mashalih tersebut membentuk suatu struktur yang saling

berhubungan, oleh karena itulah kewajiban-kewajiban hukum syar’i terbagi
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kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan ke dua kemaslahatan ini, Islam
mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.'®
Dari segi berubah atau tidaknya maglahah:
1. Magslahah al-Sabitah, yakni kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah
sampai akhir zaman. Misalnya kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji.
2. Maslahah al-Mutagayyirah, yakni kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai
dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum
Pentingnya pembagian ini menurut Mustafa al-Syalabi, dimaksudkan
untuk memberi batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan tidak.
Sesungguhnya masih ada pembagian maslahah yang dikemukakan para ahli ushul
figih yakni dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, tapi ini akan
diuraikan pada tingkatan maslahah, karena pembagian maglahah ini mewakili

macam-macam kemaslahatan yang telah dijelaskan tadi.

Syarat-syarat Mas/ahah Mursalah

Golongan yang mengakui kehujjahan maslahah mursalah dalam
pembentukan hukum (Islam) telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang
dipenuhi, sehingga maslahah tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan
keinginan yang merusakkan manusia dan agama. Sehingga seseorang tidak
menjadikan keinginannya sebagai ilhamnya dan menjadikan syahwatnya sebagai

syarjatnya.

'*Nasrun Harun, Ushul Figib (Cet. II: Jakarta: Logos Wacana Ilmuy, 1997), h. 145
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Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

1. Maslahah itu harus hakikat, bukan dugaan, ah/u/ halli wal aqdi dan mereka

yang mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan
hukum itu harus didasarkan pada maslahah hakikiyah yang dapat menarik
manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka.
Maka maglahah-maglahah yang bersifat dugaan, sebagaimana yang
dipandang sebagian orang dalam sebagian syarjat, tidaklah diperlukan,
seperti dalih malsalah yang dikatakan dalam soal larangan bagi suami untuk
menalak isterinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja
dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini
menurut pandangan kami tidak mengandung terdapat magslahah. Bahkan hal
itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat, hubungan
suami dengan isterinya ditegakkan di atas suatu dasar paksaan undang-
undang, tetapi bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang, dan cinta-
mencintai.

2. Maslahah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang
tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Imam-
Ghazali memberi contoh tentang maslahah yang bersifat menyeluruh ini
dengan suatu contoh: orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah
orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh

mereka demi memelihara kehidupan orang Islam yang membentengi mereka,
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maka orang kafir akan menang, dan mercka akan memusnahkan kaum
muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang islam
yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang
Islam yang membentengi orang kafir tersebut. Demi memelihara
kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau
memusnahkan musuh-musuh mereka.

3. Magslahah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh
syarj’. Maslahah tersebut harus dari jenis maslahah yang telah didatangkan
oleh Syari]. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka
maslahah tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam.
Bahkan tidak dapat disebut maslahah.

4. Maslahah itu bukan maglahah yang tidak benar, di mana nash yang sudah ada

tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah.

F. Konsep Aif zul maal

Harta (maal) merupakan segala sesuatu yang disukai manusia secara fitrah
dan dapat dimanfaatkan secara syar’i ( sah dan legal ). Harta adalah amanah dari
Allah SWT. yang diberikan kepada manusia untuk dijaga dan dimanfaatkan. Sebagai
seorang muslim dan mukmin dalam mengarungi samudra kehidupan ini tentu kita
memerlukan bekal untuk beribadah kepada Allah SWT. Perlu diketahui bahwa

pandangan Islam terhadap harta berbeda jauh dengan pandangan kapitalis maupun
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sosialis. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa Islam dalam menyikapi harta bersifat
tengah — tengah yaitu Islam tidak condong kepada paham yang menolak dunia secara
mutlak, yang menganggap dunia adalah sumber kejahatan yang harus dilenyapkan
dan Islam juga tidak condong kepada paham yang menjadikan dunia sebagai tujuan
akhir, sesembahan, dan pujian.

Islam tidak menganut salah satu dari paham diatas, dan tetap bersikap
moderat (jalan tengah) dalam memandang dunia. Bagi umat Islam, dunia bagaikan
kebun untuk kehidupan akhirat kelak. Dunia adalah jalan menuju tempat yang lebih
kekal.

Islam sangat melindungi harta yang halal. artinya yang didapat sesuai dengan
yang telah digariskan dalam agama Islam. Islam memperingatkan setiap orang yang
merongrong hak milik orang lain dengan azab yang pedih, terlebih lagi kalau pemilik
harta itu adalah kaum lemah, seperti anak yatim atau wanita. Dalam Islam juga
menjaga harta adalah wajib walaupun harus dengan mengangkat senjata dan
mengucurkan darah.

Al-Quran telah menggariskan dengan jelas, prinsip-prinsip hukum mengenai
harta benda, yang pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh pemiliknya, antara lain kewajiban memelihara dan menjaga harta

kekayaannya sebagai amanah dan titipan Allah SWT yang telah digariskan.
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“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang
kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk

menjadi harapan.” (QS. Al-Kahfi[18]:46).

Pemilik harta dilarang menghambur-hamburkan hartanya untuk hal-hal yang
tidak bermanfaat, apalagi hal-hal yang menjurus kepada perbuatan maksiat dan

durhaka kepada Allah.

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang
miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-

hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS. Al-Isra’ [17]: 26).

Dengan demikian para hartawan pada dasarnya dibebani kewajiban mencari
harta dengan cara legal dan halal serta dengan cara-cara yang baik dan bersih, dan
dalam mempergunakannya pun harus dilakukan secara baik dan halal pula.

Perbuatan  boros adalah gaya hidup gemar berlebih-lebihan dalam
menggunakan harta, uang maupun sumber daya yang ada demi kesenangan saja.
Dengan terbiasa berbuat boros sescorang bisa menjadi buta terhadap orang-orang
membutuhkan di sekitarnya, sulit membedakan antara yang halal dan yang haram,

mana yang diperbolehkan dan mana tidak boleh dilakukan, dan lain sebagainya.
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Allah SWT menyuruh kita untuk hidup sederhana dan hemat, karena jika semua
orang menjadi boros maka suatu bangsa bisa rusak/hancur.
Arti Al-Israa' ayat 26-27
"Dan  janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara  boros.
Scsungguhnya pcmboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan".

Beberapa Contoh Sifat Boros dalam Kehidupan Sehari-Hari :

1. Gemar beli produk vang mahal-mahal

2. Pengeluaran lebih besar dari penghasilan

Beberapa Efek/Dampak Buruk Perilaku/Gaya Hidup Boros :

P

. Uang yang dimiliki cepat habis karena biaya hidup yang tinggi

o

Selalu sibuk mencari harta untuk memenuhi kebutuhan

w

Menimbuikan sifat kikir, iri, dengki, suka pamer, dsb

b

Bisa terlilit hutang besar yang sulit dilunasi

Karena itulah, salah satu upaya melindungi harta (Aifzul maal) adalah dengan

tidak menghamburkan uang (mmaaJ).



BAB Il
SUBSIDI DAGANG DAN PRAKTEK DUMPING

A. Subsidi Perdagangan

Bicara soal dumping tak terlepas dari praktek subsidi, proteksi dan ancka
bentuk tata niaga yang semuanya terbungkﬁs dalam satu jargon umum, yakni
perdagangan bebas. Fakta global menunjukkan bahwa praktek dumping bukan
hal baru, hanya saja hal ini semakin menghangat seirama frend global menuju
slandarisasi dan keterbukaan dalam perdagangan dunia. Bahkan jika dikaji lebih
mendalam, langkah pengenaan tuduhan dumping atas produk negara berkembang
tidak lepas dari perang dagang model baru. Secara implisit juga mencerminkan
bahwa daya saing dan stamina industri atau produk tertentu di negara maju itu
sudah di imbangi oleh produsen dengan negara berkembang,

Dan dalam kaitannya dengan perkembangan bentuk dagang internasional,
maka berbagai negara berupaya melakukan sebuah proteksi-utamanya negara
berkembang-atau perlindungan terhadap pelaku usaha dan bisnis di negaranya.
Proteksi yang dilakukan oleh pemerintah biasanya bisa diberikan melalui
program subsidi. Subsidi adalah Setiap bantuan keuangan yang diberikan olch
pemerintah atau badan pemecrintah baik langsung atau tidak langsung kepada
perusahaan, industri, kelompok industri, atau eksportir. Bantuan seperti ini

diberikan oleh pemerintah guna meningkatkan daya saing mercka di pasar

36
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internasional.’ Meskipun ada beberapa yang menganggap bahwa hal seperti ini

mengacaukan mekanisine pasar. Tetapi, subsidi memang diperlukan di banyak

negara bérkembang, karena para produsen dan eksportir mereka sering kali belum
mempunyai daya saing setara dengan para pesaingnya dari negara-negara majuz.

Dan subsidi dapat diberikan secara langsung dan juga tidak langsung kepada para

pelaku usaha.

WTO mempunyai peraturan menyangkut subsidi. Peraturan paling
lengkap terdapat perjanjian mengenai pertanian, WTO memperbolehkan dua
jenis subsidi.

I. Subsidi yang diperbolehkan yaitu subsidi umum yang diterapkan pada semua
jenis industri secara merata. Misalnya, subsidi untuk industri kecil.

2. Subsidi khusus misalnya, untuk penelitian, pengembangan lingkungan.
Walaupun diperbolehkan, tetapi dan persyaratan dan batasan yang harus
dipatuhi dalam pemberian subsidi.

3. Pemahaman dan penerapan subsidi masih lemah di negara berkembang.
Umumnya pemerintah di banyak negara berkembang takut memberikan
subsidi, karena tidak faham dan tidak ingin dipermasalahkan di WTO.
Padahal, sepanjang memenuhi tolok ukur dan dapat menunjukkan bahwa

kebijakan subsidi tidak merugikan anggota WTO yang lain, maka negara

'Hira Jamtani “WTO Dag Penjsjaban Kembali Dunia Ketiga”Insist press, h. 35
2 .
Ibid, h. 35
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tersebut dapat memberikan subsidi guna meningkatkan daya saing produsen
dan eksportirnya. *

Karena itu, karena itu juga biasanya pemerintah memberikan subsidi
ekspor dalam berbagai macam cara, dan dilaksanakan secara diam-diam untuk
menghindari sanksi dari WTO. Sebagai salah satu ilustrasi tergambar dari di
gunakan uang para pembayar pajak untuk memberikan dengan bunga rendah
kepada para pengekspor atau kepada para pelanggan mereka di luar negeri.
Contohnya Bank Fkspor-Impor (Bank Exim) di Amerika Serikat yang berdiri
pada t.ahun 1930-an, telah mempertaruhkan namanya dengan memberikan
kemudahan kredit kepada para pengekspor Amerika Serikat dan kepada para
pelanggannya di luar negeri. * Pemerintah juga ikut serta mengeluarkan biaya
promosi langsung atas Nama para pengekspor, mengiklankan produk mereka
diluar negeri dan menyediakan informasi yang murah mengenai kemungkinan
pasar ekspor. Peraturan pajak juga dibuat berbelit-belit agar dapat memberikan
keringanan pajak yang didasarkan pada nilai barang-barang atau jasa yang
diekspor. Dan bantuan subsidi juga dapat diberikan dengan cara mengurangi dan

bahkan membebaskan bea ekspor yang harus ditanggung oleh para eksportir,

|
Tbid .
‘Charles P. Kindkeberger, Ekonomi Internasional, (Jakarta: Erlangga, 1995), h. 191-192



39

B. Dumping
1. Pengertian Dumping

- Dumping merupakan sebuah kebijakan diskriminasi harga secara
internasional, yang dilakukan dengan menjual suatu komoditas diluar negeri
dengan harga yang lebih murah terhadap barang yang sama, dibandingkan
dengan harga yang dibayarkan oleh konsurﬁen dalam negeri’ Dalam
perkembangannya ada beberapa bentuk dumping yang biasa dilakukan oleh
para pelaku bisnis. Dan menurut Jainuddin Zakaria ada beberapa kriteria
dumping, sebagai berikut:

a. Persistent Dumping, yaitu kecenderungan monopoli yang berkelanjutan
(continuous) dari suatu perusahaan di pasar domestic untuk mempcroleh
profit maksimum dengan menetapkan harga yang lebih tinggi di dalam
negeri dari pada luar negeri.

b. Predatory Dumping, yaitu tindakan perusahaan menjual barangnya di luar
negeri dengan harga yang lebih murah untuk sementara (femporary),
schingga dapat menggusur atau mengalahkan perusahaan lain dari
persaingan bisnis. Setelah dapat memonopoli pasar barulah harga kembali
dinaikkan untuk mendapat profit maksimum.

c. Sporadic dumping, yaitu tindakan perusahaan dalam menjual produknya

diluar negeri dengan harga yang lebih murah secara sporadic

SJainuddin Zakaria, “ Pengantar Teori Ekonomi Makro”, GP press, h. 144
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dibandingkan harga di dalam negerinya karena adanya surplus produksi
dalam negeri.’

V.Namun, menurut Robert Willig ada 5§ tipe dumping yang biasa
dilakukan oleh para eksportir, kekuatan pasar, dan struktur pasar impor,
antara lain:’

a. Market Expansion Dumping
Perusahaan pengekspor bisa meraih untung dengan menetapkan
“mark-up” yang lebih rendah di pasar import karena menghadapi

clastisitas permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan

rendah
b. Cyclical Dumping
Motivasi dumping jenis ini muncul dari adanya biaya marginal
yang luar biasa rendah atau tidak jelas, kemungkinan biaya produksi yang
menyertai kondisi dari kclebihan kapasitas produksi yang terpisah dari
pembuatan produk terkait.
c. Strategic Dumping
Latar belakang dan motivasinya mungkin sama dengan kategori

dumping lainnya, tapi yang menonjol adalah akuisisi moneternya

6L
Thid, h. 145. .
"www.dttc.oas.org/trade/st udies/subsid/Antidumpt av.pdf pada Jum’at 12 Juli 2010, pukul 23.11
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State Trading Duinping

Istilah ini diadopsi untuk menggambarkan ekspor yang merugikan
perusahaan saingan di negara pengimpor melalui strategis keseluruhan
negara pengekspor, baik dengan cara pemotongan harga ekspor maupun
dengan pembatasan masuknya produk yang sama ke pasar negara
pengekspor. Jika bagian dari porsi pasar domestik tiap eksportir
independen cukup besar dalam tolok ukur skala ekonomi, maka
memperoleh keuntungan dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh
pesaing-pesaing asing.
Predatory Dumping

Istilah predatory dumping dipakai pada ekspor dengan harga
rendah dengan tujuan mendepak pesaing dari pasar, dalam rangka
memperoleh kekuatan monopoli di pasar negara pengimpor. Akibat
terburuk dari dumping jenis ini adalah matinya perusahaan-perusahaan
yang memproduksi barang sejenis

Sekali lagi dumping adalah menjual sebuah produk dipasaran

internasional dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga yang harus

dibayarkan terhadap barang yang sama di negara asal barang tersebut. Dan

pertanyaan yang muncul kemudian adalah kenapa bisa lebih murah dan

bahkan sangat murah? Apakah pelaku usaha tidak merugi atas tindakan

tersebut?
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2. Latar Belakang Dumping
Setiap negara berkeharusan untuk meningkatkan taraf hidup
rakyatnya termasuk para pelaku usaha di sebuah negara sekaligus
memproteksi (melindunginya) dari persaingan yang tidak sehat oleh negara
lain. Karena itu sebuah negara tidak jaréhg membuat beberapa kebijakan
secbagai langkah penyelamatan--yang sekaligus dukungan--terhadap para
pelaku usaha. dukungan dari pemerintah itulah yang nantinya akan
menentukan perkembangan dunia usaha dalam negeri agar tetap eksis dan
berkembang untuk ikut bersaing dalam percaturan dagang dunia. Pasalnya,
scjalan dengan membaik dan meningkatnya kondisi perdagangan scbuah
masyarakat, searah dengan jarum jam maka kondisi perckonomian negara
akan menjadi lebih baik lagi. Karena itu negara tidak segan-segan
memberikan berbagai macam bantuan atau subsidi untuk itu semua. Dan
bantuan oleh pemerintah dapat diwujudkan dalam hal, misalnya:
a. Bea.
Pemerintah dapat memperkecil bea keluar (ekspor) suatu produk
dan bahkan membebaskan sama sekali bea keluarnya,
b. Premosi
Dukungan pemerintah selanjutnya juga dapat diwujudkan melalui
penyelenggaraan promosi atas produk-produk hasil dalam negeri kepada

dunia luar
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¢. Pajak
Pemerintah juga dapat memberikan bantuan melalui pengurangan
beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Namun hal ini sangat
jarang sckali ditempuh oleh pemerintah karena dianggap sangat

beresiko.®

Karena itu hal-hal tersebut dapat mengurangi berbagai beban biaya
produksi yang harus ditanggung oleh kalangan pengusaha, sehingga mereka
dapat lebih mengkonsentrasikan aktifitasnya pada peningkatan produksi
sebuah perusahaan. Dan pada saat produksi memang sangat berlimpah maka
barang-barang hasil produksi yang tidak dapat diserap oleh pasar dalam
negeri juga berkemungkinan untuk dijual ke pasar ekspor dengan harga
dibawah standart atau bahkan dengan cara jual rugi. Dengan pertimbangan
bahwa dari pada barang tersebut membusuk atau tertahan dalam bentuk stok
di gudang (yang berarti biaya tambahan) maka sangat tepat untuk
menjualnya ke pasar luar dengan sistem dumping dengan mempertimbangkan
peluang yang besar dikemudian waktu. Dan pada saat peluang memang
sangat besar maka perusahaan akan bergegas melipat gandakan produksi dan

tidak tanggung melakukan penjualan dibawah standar harga dalam negeri,

®Sebagai ilustrasi saja; bahwa hal ihwal pembebasan pajak bagi industri pernah diajukan oleh asosiasi

pelaku industri kelapa sawit Indonesia. Dengan dalih meningkatkan persaingan dengan negara-negara

penghasil CPO lain. Dari analisa penulis, bahwa tidaklah mungkin usulan itu tidak mempunyai dasar
sama sekali. Dasarnya bisa saja bahwa pemerintah memang pernah melakukan hal serupa (tentu off
the record) schingga pada gilirannya pada saat pelaku usaha sawit mengalami kesulitan untuk

memenangkan persaingan mereka menunjuk alternatif itu sebagai jalan yang harus ditempuh. Baca

KOMPAS. Edisi 2 Februari 2010. http://'www.depperindag.go.id/INFORMASI/RRL/STS.
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dengan pertimbangan keuntungan akan didapat dari akumulasi penjualan
yang lcbih besar,

vKarena itulah, dalam perdagangan internasional ada peraturan tentang
kuota impor yang harus dipatuhi oleh para pelaku dagang internasional.’
Dengan pertimbangan, bahwa kuota baréng ekspor yang berlebih akan
mengganggu perkembangan industri semisal di negara tujuan ekspor dan
bahkan mematikanya. Karena itulah dumping yang seperti ini harus dikenai
sanksi.'® Sanksi itu bertujuan standarisasi harga yang berlaku di negara
tujuan,

3. Dampak Dumping

Menjual barang dengan harga yang murah. Tentu saja hal itu sangat
menggiurkan bagi para konsumen secara umum''. Para konsumen tidak lagi
harus mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkan barang konsumsinya,
itu artinya sangat menguntungkan bagi para konsumen. Dan tentu saja hal
seperti ini yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap segenap
penduduknya. Namun benarkah sesuatu yang murah selalu saja
menguntungkan bagi semua kalangan....?

Jawabannya tentu saja tidak. Secara sederhana dapat kita telusuri dari

dampak-dampak yang sangat berkemungkinan terjadi dari praktek penjualan

°Charles P. Kindleberger. “Ekonomi Internasional,”edisi ke delapan Erlangga, h. 187-188

%S anksi dumping semacam ini biasanya dikenakan BMAD, yang pengajuanya dimotori oleh para
pelaku usaba terdampak dari aktifitas dumping dan negara yang akan mengenakanya melalui KADI
dan Depperindag Ibid, h. 194,

"Jainuddin Zakaria, “Pengantar Teori Fkonomi Makro” b. 145
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barang dengan harga murah. Terutama terhadap perindustrian yang ada di

tempat tujuan dumping. Dampak-dampaknya sebagai berikut:

a. Penmnm penjualan (barang sejenis) dalam negeri.

b. Penurunan keuntungan

c. Penurunan produksi (out pur)

d. Penurunan pangsa pasar (market share)

¢. Penurunan produktifitas

f.  Penurunan utilisasi produksi

g. Penurunan tingkat pengembalian investasi (refurn of investment/ROI)

h. Gangguan/tekanan harga barang di dalam negeri

i. Besarnya (imagnitude) marjin dumping

j. Besarnya aliran Kas (cashflow) yang negatif

k. Peningkatan persediaan (inventory)

1. Penurunan tenaga kerja

m. Penurunan gaji

n. Gangguan terhadap perusahaan

0. Gangguan terhadap kemampuan peningkatan modal/invesatasi'>
Dampak-dampak di atas sangat mungkin bisa terjadi terhadap negara

tujuan dumping. Dan karena itu dumping yang mengakibatkan hal-hal diatas

bisa dikenakan Bea Anti Dumping sebagai balasan terhadap tindakan yang

Dalam “Penanganan Tuduban Dumping” Depperindag.
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margin of dumping in respect of such product, For the purposes of this

Article, the margin of dumping is the price difference determined in

accordance with the provisions of paragraph I,

No countervailing duty shall be levied on an y product of the territory of
any contracting party imported into the territory of another contracting
party In excess of an amount equal to the estimated bounty or subsidy
determined to have been granted, directly or indirectly, on the
manufacture, production or export of such product in the country of
origin or exportation, including any special subsidy to the transportation

of & particular product. The term “countervailing duty" shall be
understood to mean a special duty levied for the purpose of offSetting any
bounty or subsidy bestowed, directly or indirectly, upon the manufacture,

production or export of any merchandise.

No product of the territory of any conlracting party imported into the

territory of any other contracting party shall be subject to anti-dumping
or countervailing duty by reason of the exemption of such product from

duties or taxes borne by the like product when destined for consumption

in the country of origin or exportation, or by reason of the refund of such

duties or taxes.

No product of the territory of any contracting party imported into the

lerritory of any other contracting party shall be subject to both anti-

dumping and countervailing duties to compensate for the same situation

of dumping or export subsidization.

1) No contracting party shall levy any anti-dumping or countervailing
duty on the importation of any product of the territory of another
conlracting party unless it determines that the effect of the dumping
or subsidization, as the case may be, is such as to cause or threaten
material injury to an established domestic industry, or is such as to
retard materially the establishment of a domestic industry

2) The CONTRACTING PARTIES may waive the requirement of
subparagraph (a) of this paragraph so as to permit a contracting party
to levy an anti-dumping or countervailing duty on the importation of
any product for the purpose of offSetting dumping or subsidization
which causes or threatens material injury fo an industry in the
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territory of another contracting party exporting the product concerned
to the teritory of the Importing contracting party. The
CONTRACTING PARTIES shall waive the requirements of sub-
paragraph (a) of this paragraph, so as to permit the levying of a
countervailing duty, in cases in which they find that a subsidy is
causing or threatening material injury to an industry in the territory of
another contracting party exporting the product concerned to the
territory of the importing contracting part Y.

3) In exceptional circumstances, however, where delay might cause
damage which would be difficult to repair, a contracting party may
levy a countervailing duty for the purpose referred to in sub-paragraph
(b) of this paragraph without the prior approval of the
CONTRACTING PARTIES; Provided that such action shall be
reported immediately to the CONTRACTING PARTIES and that the
countervailing duty shall be withdravn promptly if the
CONTRACTING PARTIES disapprove.

£ A system for the stabilization of the domestic price or of the return (o
domestic producers of a primary commodity, independently of the
movements of export prices, which results at times in the sale of the
commodity for export at a price lower than the comparable price charged
for the like commodity to buyers in the domestic market, shall be
presumed not to result in material injury within the meaning of paragraph

6 if it is determined by consultation among the contracting parties

substantially interested in the commodity concerned that:

1) the system has also resulted in the sale of the commodity for export
al a price higher than the comparable price charged for the like
commodity to buyers in the domestic market, and

2) the system is so operated, either because of the effective regulation of
production, or otherwise, as not to stimulate exports unduly or
otherwise seriously prejudice the interests of other contracting
parties.
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Pasal VI "Anti-dumping dan Countervailing Tugas".

a. Para pihak kontrak mengakui bahwa dumping, yang mana produk-produk
dari satu negara diperkenalkan ke dalam perdagangan negara lain,
selidaknya masih kurang (di bawah) harga normal suatu produk. Yang
harus dipersalahkan adalah jika hal ini menyebabkan atau mengancam
turunnya kualitas bahan untuk industri yang didirikan di wilayah pihak
kontraktor atau menghambat perkembangan industri dalam negeri.
Merujuk pada kepentingan ini, maka produk harus dimasukkan ke
perdagangan negara pengimpor setidaknya di bawah harga normal, jika
harga produk yang diekspor dari satu negara ke negara lain.

1) Kurang dari harga perbandingan, dalam kegiatan perdagangan, untuk
produk seperti barang-barang yang dikonsumsi Negara-negara
pengekspor.,

2) Ketiadaan harga-harga domestic, lebih baik kurang daripada tidak.

a) Perbandingan harga tertinggi untuk produk ekspor ke negara
ketiga dalam kegiatan perdagangan.

b) Biaya produksi dari produk di negara asal ditambah dengan
tambahan biaya yang wajar untuk penjualan dan laba. Seharusnya
penyisihan dilakukan dalam setiap perbedaan kondisi dan
penjualan, karena perbedaan dalam perpajakan, dan perbedaan
lainnya akan mempengaruhi perbandingan harga.

b. Dalam rangka untuk mengimbangi atau mencegah dumping, pihak
kontraktor dapat memungut retribusi pada setiap produk yang dibuang,
tidak lebih dari batas (margin) barang yang dibuang tersebut. Untuk
keperluan ini, maka margin dari barang-barang tersebut adalah perbedaan
harga yang ditentukan berdasarkan ketentuan pada paragraph 1.

c. Tidak ada kewajiban countervailing yang harus dikenakan pada produk
apapun dari wilayah pihak kontraktor yang diimpor ke wilayah
kontraktor pihak lain yang melebihi jumlah yang sama dengan subsidi
yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada
manufaktur, produksi atau ekspor produk di negara asal atau pengekspor,
termasuk subsidi khusus untuk transportasi produk tertentu. Istilah
"countervailing duty", harus dipahami sebagai tugas khusus yang
dikenakan sebagai kompensasi atas subsidi yang telah diberikan, secara
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langsung atau tidak langsung, atas pembuatan, produksi atau ekspor

barang apapun.

Tidak ada produk dari wilayah pihak kontraktor yang diimpor ke wilayah

pihak kontraktor lain yang harus tunduk pada anti-dumping atau

coizntervailing duty dengan alasan pembebasan produk tersebut dari tugas

atau pajak ditanggung oleh produk yang ditujukan untuk konsumsi di

negara asal atau pengekspor, atau dengan alasan pengembalian dana

seperti pajak.

Tidak ada produk dari wilayah pihak kontraktor yang diimpor ke dalam

wilayah pihak kontraktor lainnya yang harus tunduk pada keduanya,

yakni anti-dumping dan countervailing duty sebagai kompensasi untuk
situasi yang sama, baik dumping maupun pajak.

1) Tidak ada pihak kontraktor yang harus memungut apapun; anti-
dumping maupun countervailing duty untuk setiap impor produk dari
wilayah kontraktor pihak lain kecuali jika itu menentukan pengaruh
dumping atau subsidi, sebagai contoh kasus, adalah sesuaty yang
menyebabkan berkurangnya kualitas industri dalam negeri yang
didirikan, maupun sesuatu yang menghambat proses perkembangan
berdirinya industry dalam negeri.

2) The Contracting PIHAK dapat mengesampingkan persyaratan sub
ayat (a) dari ayat ini sehingga memungkinkan pihak kontraktor untuk
memungut aniti-dumping atau countervailing duty pada pengimporan
setiap produk yang bertujuan off3etting dumping atau subsidi yang
menyebabkan bahan untuk industri di wilayah pihak lain kontraktor
ekspor produk 'tersebut terancam ke wilayah pihak kontraktor
pengimpor. Pihak kontraktor akan mengesampingkan persyaratan sub-
ayat (a) ayat ini, sehingga memungkinkan pengadaan countervailing
duty, dalam kasus-kasus di mana mereka menemukan bahwa subsidi
menyebabkan bahan industri di wilayah kontraktor pihak mengekspor
produk tersebut ke wilayah pihak kontraktor pengimpor.

3) Dalam keadaan luar biasa, bagaimanapun juga, di mana penundaan
dapat menyebabkan kerusakan yang akan sulit untuk di diperbaiki,
pihak kontraktor dapat memungut kewajiban countervailing yang
bertujuan sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (b) dalam paragraph
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ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KONTRAKTOR;
bahwa tindakan tersebut harus dilaporkan segera kepada Contracting
FParties dan bahwa tugas countervailing akan ditarik segera jika
PIHAK kontraktor setuju.

g. Scbuah sistem untuk stabilisasi harga dalam negeri atau kembali kepada
produsen komoditi utama dalam negeri, terlepas dari perubahan harga
ckspor, yang pada saat ini menghasilkan penjualan komoditi untuk ekspor
dengan harga lebih rendah dari harga perbandingan yang dibebankan
kepada pembeli komoditi di pasar domestik, dianggap tidak
mengakibatkan menurunnya kualitas materi dalam pengertian ayat 6 jika
ditentukan melalui konsultasi antara kedua belah pihak kontrak secara
substansial tertarik pada komoditas bahwa:

1) Sistem juga menghasilkan penjualan komoditi untuk ekspor dengan
harga yang lebih tinggi dari harga perbandingan, seperti misalnya
komoditi untuk pembeli di pasar domestik, dan

2) Sistem juga dijalankan, baik karena regulasi produksi yang cfektif,
atau sebaliknya, tidak untuk merangsang ekspor terlalu serius atau
merugikan kepentingan pihak kontraktor lainnya.

C. Perdagangan TV Oleh SONY Corp. Terhadap Amerika Serikat
1. Profil Sony Corp.

Sony Corporation adalah salah satu nama yang paling terkenal dalam
elektronik konsumen dan peringkat kedua di seluruh dunia elektronik
belakang Matsushita Electric Corporation. Sejak didirikan tak lama setelah
Perang Dunia II, Sony telah memperkenalkan aliran produk revolusioner,
termasuk radio transistor, televisi Trinitron, Betamax VCR, pemutar CD,
kaset Walkman player portabel, dan konsol permainan PlayStation. elektronik
segmen perusahaan itu - yang meliputi produk audio dan video, televisi,

komputer pribadi, monitor, peripheral komputer, perangkat telekomunikasi,
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dan komponen elektronik (seperti semikonduktor) - menghasilkan sekitar dua
pertiga dari pendapatan keseluruhan. Penjualan game konsol dan account
perangkat lunak untuk sekitar 9 persen dari pendapatan. Lain 10 persen
pendapétan berasal dari bisnis musik Sony, yang mencakup Columbia dan
perusahaan rekaman Epic. Sekitar 7 persen dari pendapatan berasal dari film
Sony dan bisnis televisi, yang meliputi studio Columbia TriStar. segmen
usaha lainnya Sony utama adalah asuransi, dari yang sekitar 6 persen dari
pendapatan berasal.

Sony didirikan oleh seorang letnan angkatan laut yang bernama Akio
Morita mantan dan kontraktor pertahanan bernama Masaru Ibuka, Morita,
scorang penelit1 senjata, pertama kali bertemu Ibuka selama Perang Dunia 11
ketika mengembangkan sistem rudal-panduan pencari panas dan lingkup
senapan malam-visi. Setelah perang Ibuka bekerja sebagai tukang reparasi
radio untuk toko Tokyo rusak bom-departemen. Morita menemukannya lagi
ketika dia membaca di surat kabar yang Ibuka telah menciptakan sebuah
konverter gelombang pendek. Pada bulan Mei 1946 dua orang membentuk
kemitraan dengan $ 500 dalam modal pinjaman, dan perusahaan mereka
terdaftar sebagai Tsushin Tokyo Kogyo Kabushikigaisha (Tokyo
Telecommunications Engineering Corporation, atau TTK). Morita dan Ibuka
pindah perusahaan mereka ke fasilitas mentah di bukit di Tokyo selatan di

mana mereka mengembangkan produk konsumen pertama mereka: rice
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cooker, yang gagal secara komersial. Pada yang pertama tahun TTK mencatat
laba sebesar $ 300 pada penjualan kurang dari $ 7.000.

- Tetapi karena ekonomi Jepang tumbuh lebih kuat, permintaan barang
konsumsi meningkat. Morita dan Ibuka ditinggalkan pasar rumah-alat dan,
dengan suntikan modal dari ayah Morita's, terkonsentrasi pada pengembangan
barang elektrenik baru. Ibuka dikembangkan sebuah tape recorder kuno
setelah model Amerika ia melihat di Japan Broadcasting Corporation.
Permintaan untuk mesin, yang diperkenalkan pada tahun 1950 dan merupakan
tape recorder Jepang pertama, tetap rendah sampai Ibuka sengaja menemukan
sebuah buku kecil militer Amerika berjudul Seratus Sembilan Sembilan-
Sembilan Penggunaan Tape Recorder. Diterjemahkan ke Jepang, buku kecil
ini menjadi efektif alat pemasaran. Setelah berkenalan dengan banyak
kegunaan, pelanggan seperti Akademi Seni di Tokyo membeli tape recorder
begitu banyak yang TTK segera dipaksa untuk pindah ke sebuah bangunan
yang lebih besar di Shinagawa.

Norio Ohga, seorang mahasiswa di akademi opera, menulis beberapa
surat untuk TTK mengkritik kualitas suara perekam nya. Terkesan oleh detail
dan nada konstruktif dari kritik, Morita Ohga diundang untuk berpartisipasi
dalam pengembangan recorder baru sebagai konsultan. Ohga diterima, dan
model-model berikutnya yang jauh lebih baik.

Terus-menerus mencari kemajuan teknologi baru, Masaru Ibuka

mendengar sebuah kapasitor baru kecil yang disebut transistor pada tahun
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1952. Transistor, dikembangkan oleh Beli Laboratories, dapat digunakan di
tempat yang lebih besar, tabung vakum kurang tahan lama. Western Electric
dibeli -teknologi untuk memproduksi transistorized alat banty dengar. Ibuka
mendapatkan lisensi paten dari Western Electric $ 25.000 dengan tujuan
mengembangkan radio tubeless kecil.

TTK mulai produksi massal radio transistor pada tahun 1955, hanya
beberapa bulan setelah mereka diperkenalkan oleh sebuah perusahaan
Amerika kecil yang disebut Kabupaten Elektronik. TTK radio bernama Sony,
dari Sonus, bahasa Latin untuk 'suara. " Radio Sony memiliki potensi
penjualan yang sangat besar, tidak hanya di pasar Jepang terbatas namun juga
di Amerika Serikat, di mana ekonomi jauh lebih kuat.

Secara tradisional, penjualan internasional oleh perusahaan Jepang
dilakukan melalui rumah-rumah perdagangan seperti Mitsui, Mitsubishi, dan
Sumitomo. Meskipun perusahaan-perusahaan perdagangan telah terwakili di
Amerika Serikat, Morita memilih untuk tidak berbisnis dengan mereka karena
mereka tidak terbiasa dengan produk-produk perusahaannya dan tidak berbagi
filosofi bisnisnya. Morita bepergian ke New York, di mana ia bertemu dengan
perwakilan dari beberapa perusahaan ritel besar. Morita menolak perintah dari
Bulova untuk 100.000 radio ketika perusahaan yang diperlukan yang masing-
masing membawa nama Bulova. Morita berjanji bahwa perusahaan tidak akan
memproduksi produk untuk perusahaan lain dan akhirnya dijamin pesanan

sejumlah lebih sederhana yang meyakinkan pertumbuhan perusahaan-nya
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dengan kecepatan diukur. Hal lainnya yang patut tahun 1955 dengan
pencatatan saham pertama perusahaan di pasar over-the-counter dari Tokyo
Stock Exchange.

Meningkatnya popularitas nama Sony dipimpin Morita dan Ibuka
untuk mengubah nama perusahaan mereka ke Sony Kabushikigaisha
(Corporation) pada bulan Januari 1958. Pada tahun berikutnya, Sony
mengumumkan bahwa mereka telah mengembangkan televisi transistorized,
yang diperkenalkan pada tahun 1960. Pada tahun yang sama, setelah sengketa
bisnis dengan Delmonico International, perusahaan telah menunjuk Morita
menangani penjualan internasional, Sony mendirikan kantor perdagangan di
New York City dan yang lainnya di Swiss disebut Sony Luar Negeri.

Anak perusahaan bernama Sony Chemicals diciptakan pada tahun
1962 untuk memproduksi perekat dan plastik untuk mengurangi
ketergantungan pada perusahaan pemasok di luar. Pada tahun 1965
perusahaan patungan dengan Tektronix didirikan untuk menghasilkan
osiloskop di Jepang.

Pada awal 1960-an Sony insinyur terus memperkenalkan baru, produk
miniatur berdasarkan transistor, termasuk radio AM / FM dan perekam video.
Pada tahun 1968 Sony insinyur telah mengembangkan teknologi baru warna-
televisi. Mengguﬁakan satu pistol elektron, untuk penyelarasan berkas yang
lebih akurat, dan satu lensa, untuk fokus lebih baik, Sony Trinitron

menghasilkan gambar yang lebih jelas dari senjata konvensional tiga, tiga-
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lensa set. Dalam apa yang telah digambarkan sebagai perjudian terbesar,
Sony, yakin bahwa teknologi saja akan menciptakan pasar baruy,
menginvestasikan sejumlah besar modal dalam Trinitron,

Juga pada tahun 1968, Sony Overseas mendirikan kantor perdagangan
di Inggris, dan memasuki usaha patungan dengan CBS Inc untuk
menghasilkan piringan hitam. usaha ini di bawah arahan Norio Ohga,
mahasiswa seni yang mengeluh tentang awal tape recorder Sony, yang
berhasil membujuk Morita pada 1959 menyerah opera dan bergabung dengan
Sony. Perusahaan, yang disebut CBS / Sony, kemudian menjadi catatan
produsen terbesar di Jepang. Pada tahun 1970 Sony Overseas mendirikan
anak perusahaan di Jerman Barat untuk menangani penjualan di negara itu.

Sony didirikan oleh seorang letnan angkatan laut yang bernama Akio
Morita mantan dan kontraktor pertahanan bernama Masaru Ibuka. Morita,
seorang peneliti senjata, pertama kali bertemu Ibuka selama Perang Dunia 11
ketika mengembangkan sistem rudal-panduan pencari panas dan lingkup
senapan malam-visi. Setelah perang, Ibuka bekerja sebagai tukang reparasi
radio untuk toko Tokyo rusak bom-departemen. Morita menemukannya lagi
ketika dia membaca di surat kabar yang Ibuka telah menciptakan sebuah
konverter gelombang pendek. Pada bulan Mei 1946 dua orang membentuk
kemitraan dengan $ 500 dalam modal pinjaman, dan perusahaan mereka
terdaftar sebagai Tsushin Tokyo Kogyo Kabushikigaisha (Tokyo

Telecommunications Engineering Corporation, atau TTK). Morita dan Ibuka
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pindah perusahaan mereka ke fasilitas mentah di bukit di Tokyo selatan di
mana mereka mengembangkan produk konsumen pertama mereka: rice
cooker, yang gagal secara komersial, Pada yang pertama tahun TTK mencatat
laba sebesar $ 300 pada penjualan kurang dari § 7.000.

Tetapi karena ekonomi Jepang tunibuh lebih kuat, permintaan barang
konsumsi meningkat. Morita dan Ibuka ditinggé,lkan pasar rumah-alat dan,
dengan suntikan modal dari ayah Morita's, terkonsentrasi pada pengembangan
barang elektronik baru. Ibuka dikembangkan sebuah tape recorder kuno
setelah model Amerika ia melihat di Japan Broadcasting Corporation.
Permintaan untuk mesin, yang diperkenalkan pada tahun 1950 dan merupakan
tape recorder Jepang pertama, tetap rendah sampai Ibuka sengaja menemukan
sebuah buku kecil militer Amerika berjudul Seratus Sembilan Sembilan-
Sembilan Penggunaan Tape Recorder. Diterjemahkan ke Jepang, buku kecil
ini menjadi efektif alat pemasaran. Setelah berkenalan dengan banyak
kegunaan, pelanggan seperti Akademi Seni di Tokyo membeli tape recorder
begitu banyak yang TTK segera dipaksa untuk pindah ke sebuah bangunan
yang lebih besar di Shinagawa

Sony tidak memberikan, namun, posting catatan laba pada tahun 1990
dari 58200000000 ¥ ($ 384,000,000), meningkat 38,5 persen dibanding tahun
1989. Pada tahun 1992, Columbia Pictures dan anak perusahaan TriStar

bersama-sama diambil 20 persen pangsa pasar AS, jauh di atas saham yang
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dimiliki oleh studio bersaing. Pada saat ini operasi hiburan telah diubah
namanya Sony Pictures Entertainment, Inc

'Kompleksitas operasi perusahaan multinasional benar-benar Namun,
mulai mengambil tol mereka pada Sony. Sebagian besar perekonomian
terbesar di dunia (Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat) yang mengalami
perlambatan pada awal 1990. Faktor ini menciptakan apa yang‘Sony disebut
"lingkungan operasi pernah terjadi sebelumnya menantang." Meskipun
penjualan di sebagian besar bisnis Sony meningkat pada tahun 1992, laba
usaha turun 44 persen menjadi 166.000.000.000 ¥ ($ 1,2 miliar). Laba bersih
meningkat sedikit ¥ 120 miliar,

Apresiasi berlangsung yen terhadap sebagian besar mata uang utama
berdampak lebih buruk pada bottom line Sony pada tahun 1993: laba bersih
turun menjadi 70 persen dramatis ¥ 36 pada penjualan ($ 313,000,000) miliar
¥ 3990000000000 ($ 34400000000). Apakah nilai yen diadakan stabil pada
angka 1992, laba bersih Sony akan mencapai sekitar ¥ 190.000.000.000 (§ 1,3
miliar).

Selama tahun itu, Ohga yang juga bertugas sebagai seorang CEO
bersama dengan Morita menanggapi situasi sulit ekonomi Sony dengan
memperkuat pemasaran, mengurangi tingkat persediaan, penyederhanaan
operasi, dan menjaga kontrol pengawasan penanaman modal. Perusahaan juga
memulai upaya reorganisasi yang luas dengan tujuan desentralisasi operasi

dan mengurangi manajemen yang tidak perlu. Meskipun langkah-langkah ini,
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Sony tidak mampu batang slide. Laba bersih anjlok 50 persen lainnya pada
tahun 1994 ¥ 15 pada penjualan, miliar ¥ 3730000000000.

,Ifada saat ini Morita telah melepaskan hampir semua tugas-tugasnya di
perusahaan, setelah menderita stroke pada akhir 1993. Pada tahun 1994
laporan tahunan Sony, gambar dan tanda tangan yang jelas tidak ada dari surat
itu kepada pemegang saham, secara impliéit mengumumkan  posisi
kepemimpinan baru Ohga's. Di bawah kepemimpinan Morita, yang naik Sony
untuk keunggulan dalam pasar konsumen elektronik dunia hampir seluruhnya
diri dicapai; Sony mengungguli tidak hanya rival Jepang yang, di antaranya
asosiasi zaibatsu mantan (konglomerat) perusahaan, tetapi juga yang lebih
besar Amerika perusahaan, yang pada tahun 1995 semua tetapi meninggalkan
pasar elektronik konsumen.

Pada akhir 1980-an Morita kepada Business Week bahwa ia
menganggap Sony Corporation sebagai usaha bisnis 'a' untuk keluarga Morita,
yang telah menghasilkan beberapa generasi walikota dan yang utama bisnis
tetap tahun Morita 300 & Company. Di bawah arahan adik Akio Morita's
Kuzuaki, Morita & Company diproduksi sake, dan Ninohimatsu merek
anggur beras di Nagoya. Perusahaan, yang awal investasi $ 500 dalam TTK
adalah senilai $ 430.000.000 pada tahun 1995, memiliki pangsa 9,4 persen
dari Sony. **

2. Kasus Dumping SONY Corp.

“http://www.referenceforbu siness.com/history2/61/Sony-Corporation. html
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Masalah dumping akan menghangat apabila terjadi ketidakpastian
dalam perekonomian internasional. Pada waktu terjadi kehebohan pada tahun
1920-an.dan tahun 1930-an, dumping diduga seringkali dilakukan, baik dalam
perdagangan manufaktur maupun perdagangan produk primer. Masalah
tersebut kembali menjadi pembicaraan masyarakat dalam gelombang
kepanikan internasional pada tahun 1970-an. Pada awal tahun 1970-an,
sebagai bagian dari kampanye yang lebih besar untuk membebaskan diri dari
persaingan luar negeri, pemerintah Amerika Serikat menuduh perusahaan-
perusahaan di beberapa negara melakukan dumping produk mereka di pasar
Amerika Serikat. Salah satu kasus besar ketika itu adalah kasus yang
dituduhkan pada perusahaan SONY dari Jepang pada tahun 1970. Hasil
penyelidikan menunjukkan bahwa SONY telah menjual pesawat TV buatan
Jepang seharga $§ +180, padahal model yang sama untuk konsumsi di Jepang
berharga $ +333. Ketika mereka mendengar berita ini, kelompok konsumen
Jepang bekerjasama dengan pengusaha manufaktur TV Amerika Serikat
melakukan protes terhadap SONY. Atas penerapan harga ini.

Protes mereka, didasari kekecewaan atas perilaku SONY yang secara
diskriminasi memberlakukan harga murah untuk konsumen Amerika
sedangkan untuk mereka sendiri dijual dengan harga yang lebih mahal.
Sedangkan bagi para pengusaha manufaktur Amerika merasa terganggu
dengan dijualnya barang yang sama dengan harga yang sangat murah di

negara mereka. Karena itu akan mengurangi pasar mereka sendiri disana.
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Sedangkan perilaku dumping SONY ini dilakukan dengan
menggunakan sebuah anggapan bahwa diskriminasi ini adalah diskriminasi
yang menguntungkan bagi mereka. Dengan sebuah argumentasi bahwa
perusahaan menghadapi biaya produksi yang konstan. Yang dimaksud disini
adalah tindakan SONY terhadap pasar TV di Amerika Serikat dan Jepang
dalam tahun 1970. Yang membuat dumping itu masih menguntungkan bagi
SONY adalah karena permintaan yang kurang elastis (lebih curam) di dalam
negeri dibandingkan dengan pasar luar negeri yang lebih bersaing. Menyadari
keadaan ini, perusahaan akan mengenakan harga sedemikian rupa sehingga
dapat memaksimumkan keuntungan. Dalam setiap pasar, keuntungan
dimaksimumkan dengan menyamakan biaya marjinal (marginal cost) dan
penerimaan marjinal (marginal reveneu). Pada pasar Amerika Serikat, harga
yang memaksimumkan keuntungan adalah $ 180, dan karena itu konsumen
Amerika Serikat membeli TV lebih banyak dibanding Jepang. Di pasar dalam
negeri Jepang, yang para konsumennya mempunyai substitusi yang lebih
sedikit untuk SONY, maka harga yang memaksimumkan keuntungan adalah $
333, sebagai akibat dari sedikitnya konsumen yang membeli produk SONY di
Jepang.

Diskriminasi ini, bagi SONY lebih menguntungkan daripada
menetapkan harga yang sama di kedua pasar tersebut, yang hasilnya akan
lebih menguntungkan dari pada penetapan harga yang sama di kedua pasar

tersebut, yang hasilnya akan merendahkan penerimaan marjinal di Jepang
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daripada di Amerika Serikat. Selama biaya angkutan dan bea impor tidak
ekonomis bagi konsumen untuk mengimpor pesawat TV buatan Jepang jauh-
jauh dari Amerika Serikat, maka perusahaan bisa menetapkan harga yang

lebih tinggi dipasaran Jepang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih

tinggi. "’

Dikutip dari “Ekonomi Internasional” edisi kedelapan. Peter H. Lindert dan Charles Kindleberger.



BAB IV
ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP DUMPING

. Analisis Térhadap Praktek Dumping

Allah berfirman:

Q75 o,y O 5 2 i e,
Artinya: “dan Allsh menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (al-
Bagarah: 275).

Ayat diatas menjclaskan bahwa perdagangan pada dasarnya diperbolehkan atau
di halalkan dalam Islam,

Perdagangan merupakan sebuah tindakan menjual barang, yang tentu saja
hal ini tidaklah dilarang. Dan bahkan dilindungi keberlangsunganya oleh
pemerintah. Karena perdagangan menjadi salah satu penggerak ekonomi dalam
sebuah negara. Sehingga tidak jarang tingkat kemakmuran sebuah ncgara dapat
dilihat dan diukur dari tingkat perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara.
Karena itu juga, sebuah negara memberikan berbagai kemudahan kepada para
pelaku usaha dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan perdagangan ke
taraf yang lebih besar lagi. yakni pasaran ekspor.

Dan pada tahap tertentu dalam perdagangan internasional ini sangat
memungkinkan terjadinya dumping dalam sebuah perdagangan, yaitu menjual
barang dengan harga dibawah harga yang berlaku di negara asalnya. Atau biasa
disebut dengan istilah diskriminasi harga, disebut diskriminasi kargna ditengarai

praktek semisal ini dapat merugikan banyak kalangan. Utamanya para pelaku
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usaha sejenis di tempat tujuan dumping. Namun disisi lain juga sangat memberi
keuntungan yang sangat menarik bagi para konsumen, karena para konsumen
tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mendapatkan barang
konsumsinya. Karcna mereka mendapatkan pilihan barang yang berkualitas sama
namun dijual dengan harga yang lebih murail dari harga barang yang biasanya
diproduksi oleh pelaku industri lokal.

Lalu apa keuntungan bagi para pelaku dumping? Dan apakah mereka
benar-benar tidak merugi atas tindakan obral harga ini? Jawabannya, Tidak. Hal
ini sangat mudah untuk dijelaskan. Awalnya, barang yang dijual dengan harga
yang murah akan mudah mendapat simpati masyarakat., Dalam perdagangan
dengan sistem dumping ini biasanya selalu dibarengi dengan kuota atau jumlah
barang yang diperdagangkan dengan jumlah yang sangat besar. Sehingga mereka
akan mengambil keuntungan yang sama besarnya dibandingkan dengan
penjualan pada bisanya.

Karena itu pulalah Para pelaku usaha sejenis di negara tujuan dumping
yang biasanya pertama kali berteriak melaporkan tentang praktek dumping.
Teriakan mereka didasari atas beberapa hal negatif yang dirasakan oleh industri
mereka akibat datangnya barang semisal yang dumping. Hal-hal tersebut antara
lain:

1. Penurunan penjualan (barang sejenis) dalam negeri.

2. Penurunan keuntungan
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Penurunan produksi (out pur)

Penurunan pangsa pasar (market share)

Penurunan produktifitas

Penurunan utilisasi produksi

Penurunan tingkat pengembalian investasi (refurn of investment/ROI)
Giangguan/tekanan harga barang di dalam negeri

Besarnya (magnitude) marjin dumping

10. Besarnya aliran Kas (casiflow) yang negatif

11. Peningkatan persediaan (inventory)

12. Gangguan terhadap perusahaan
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Schingga kalau memang benar dumping berdampak seperti diatas maka

perilaku dumping harus mendapatkan tindakan balasan agar mereka tidak lagi

mcnjual barang dengan mendiskriminasi harganya. Tindakan ini biasa di sebut

Anti dumping

Namun untuk membuktikan hal-hal diatas bukanlah hal yang terbilang

mudah. Sclain memang sulit namun juga membutuhkan waktu yang lama dan

biaya yang sangat mahal. Karena itu juga dari banyak laporan tentang tuduhan

dumping hanya sedikit saja yang bisa terbukti dan mendapatkan tindakan

balasan berupa Bea Anti Dumping. Namun demikian, terbukti ataupun tidak, ini

jelas mengganggu kenyamanan usaha yang dijalankan pelaku bisnis sejenis.
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Hingga akhirnya sebuah usaha pembuktian walaupun terasa sulit harus tetap
ditempuh.

Namun disisi lain dari penjualan barang dengan harga murah ini dapat
memberikan keuntungan dan kemudahan bagi para konsumen. Dan
sesungguhnya konsumen juga layak mendapatkan perhatian dalam pemenuhan
kebutuhannya dengan harga yang tidak terlalu mahal. Mungkin atas dasar ini
juga perilaku dumping tidak pernah dilarang. Selama tidak mengakibatkan hal-
hal yang ncgatif terhadap industri semisal dan perckonomian pada umumnya
terhadap negara tujuan dumping. Karena itu dumping adalah scsuatu yang sangal
dilematis. Kalau dibiarkan akan mengganggu kondisi industri dalam negeri,
namun Kkalau dilarang sama juga menghalang-halangi masyarakat untuk
mendapatkan barang konsumsi dengan harga murah.

Sckali lagi hal yang perlu ditegaskan dari perilaku dumping ini adalah;
Pertama, bahwa tidak ada peraturan yang melarang dumping, Dengan asumsi
bahwa dumping dapat memberikan keuntungan bagi pelaku dumping sendiri baik
dalam jangka dekat ataupun jangka panjang. Ke-dua, juga memberi kesempatan
kepada konsumen untuk mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah
dari biasanya. Ke-tiga, meskipun tidak dilarang dan dapat memberikan manfaat
kepada para konsumen namun dumping juga berdampak negatif terhadap
perindustrian tempat tujuan dumping, Dampak tersebut bisa berbentuk maleriil

dan juga psikologis bagi para pelaku industri.
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B. Analisis Terhadap dumping TV oleh SONY

SONY scbagai scbuah perusahaan yang bergerak di bidang clcktronik
telah mcnj_ual barang dengan jenis TV (televisi) kepada Amerika dengan cara
yang mendiskriminasi harga. Yakni, melakukan dumping tcrhadap komoditas
jualnya di Amerika. SONY telah menjual pesawat TV buatan Jepang seharga $
+180, padahal model yang sama untuk konsumsi di Jepang berharga $ +333.
Sehingga hal ini menimbulkan sebuah kepanikan bagi para pelaku industri
manufaktur sejenis di Amerika Serikat. Hal ini terbukti dengan dilakukannya
sebuah koordinasi dengan para konsumen yang ada di Jepang untuk melakukan
protes atas perilaku SONY.

Kepanikan ini salah satunya di latar belakangi sebuah asumsi bahwa
Jepang bukan hanya ingin menjual barang dengan harga murah saja. Namun juga
mempunyai sebuah tujuan berganda. Yaitu, menyingkirkan para pelaku industri
scjenis di Amerika. Motif ini sangat mungkin terjadi karena harga yang
ditawarkan Jepang sangat sulit untuk dikejar oleh Amerika sendiri, dan hal ini
terbukti dengan kepanikan yang sangat dahsyat bagi para pelaku industri
tersebut. Para pelaku industri Amerika menilai bahwa perilaku jual murah SONY
hanya untuk sementara saja, dan setelah para pesaing tidak ada lagi maka SONY
akan mengenakan harga normal seperti yang dilakukan di negara asalnya, Jepang.

Hal ini disebut predatory dumping.



68

Namun. SONY scbagai scbuah perusahaan terkait berdalih bahwa apa
yang dilakukan bukan untuk menyingkirkan para pesaing. Namun karena sebuah
pcertimbangan rasional dalam perdagangan. Argumentasi Jepang sangat
sederhana. Yaitu mereka cukup mengacu pada teori supply and demand. Y aitu
permintaan konsumen Amerika lebih tinggi dibandingkan permintaan di dalam
negerinya sendiri. Itu artinya Jepang menghendaki sebuah penjualan TV dengan
harga murah bukan dalam tempo waktu yang lertentu saja (menyingkirkan
pesaing) namun untuk hal-hal yang lebih bersifat ekonomis, yaitu selama
permintaan masih cukup rasional untuk dipenuhi dengan harga murah, maka
SONY akan melakukannya (persistant dumping). Hal ini, dibuktikan dengan
scbuah keinginan SONY untuk membangun perusahaannya di Amerika Serikat.

Hingga pada tahap sclanjutnya para konsumen TV Amerika hanya
memerlukan $180 saja untuk mendapatkan TV dengan merck tersebut. Itu
artinya para konsumen mcndapatkan keuntungan yang lebih. Dibandingkan
dengan sebelumnya, yang mana mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak
dari itu.

Dan dengan dibangunnya perusahaan SONY di Amerika juga dapat
memberikan keuntungan yang lain. Yaitu, kesempatan kerja bertambah bagi para
buruh industri di Amerika. Karena itu juga, perilaku dumping (secara umum)
SONY tidak bisa seketika saja disimpulkan sebagai perilaku yang buruk. Karena

memang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat Amerika. Utamanya
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para konsumen TV dan para buruh industri di negeri sekelas Amerika. Adapun
hal-hal yang negatif dari dumping sendiri, biasanya dirasakan pertama kali olch
pelaku industri. Mereka yang merasa terganggu dengan hadirnya barang sejenis
dengan jual dumping karena bisa menurunkan tingkat pasar komoditasnya, dan
pada tahap sclanjutnya mercka bisa merugi.

Memang, harus disampaikan bahwa dumping memiliki dua sisi yang
tidak bisa dilepaskan. Yang pertama scbuah kemungkinan menurunnya daya
produksi industri dalam negeri, karena kalah bersaing. Namun demikian para
konsumen diuntungkan dengan didapatkannya barang konsumsi dengan harga
murah.

Dari uraiar: di atas, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa sebuah
usaha menghalang-halangi dumping itu sama saja dengan menghalang-halangi
konsumen untuk mendapatkan barang konsumsi dengan harga murah. dan ini
tidak bolch terjadi. karena hak-hak masyarakat untuk mendapatkan barang

dengan harga yang tidak mahal harus dilindungi.

. Analisis Maglahah Mursalah Terhadap Dumping
Sebelum analisis dimulai, patut penulis kemukakan kembali tentang
lentang syarat-syarat maslahah mursalah yang sangat menarik, dalam hal ini

adalah syarat yang Bersifat Umum. Maslahah-maglahah yang dimaksud tidak

boleh hanya untuk kepentingan kelompok kecil saja apalagi per-orangan.
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schingga kebaikan-kebaikan yang akan digali harus benar-benar untuk

kcpentingan masyarakat luas.

Dari uraian-uraian yang diatas dan sebelumnya telah dijelaskan bahwa
dumping merupakan salah satu bentuk penjualan barang dengan harga yang
murah. dan dampaknya dapat dirinci sebagai berikut:
| Dapat memberikan kemudlaratan bagi pelaku industri sejenis dan berpotensi

mengganggu stabilitas industri yang ada. Hingga pada ujungnya potensi
tersebut dapat berlanjut menjadi bangkrutnya sektor industri dan pemut usan
buruh industri pasti tak dapat dihindari lagi.

2. Memberikan keuntungan bagi pelaku dumping. Karena selain memberikan
multiplicr yang lcbih tinggi dari penjualan barang juga sekaligus memberi
kemudahan bagi para konsumen tempat dumping,.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dumping bisa saja menjadi
hal-hal yang sangat merugikan namun memang dapat juga menjadi hal-yang
sangal menguntungkan dalam hal lebih luas. Dan dalam islam apabila
menghadapi hal-hal seperti itu tentu, diharuskan untuk memilih kemaslahatan
yang yang dapat bertujuan kepentingan yang lebh luas. Meskipun terkadang hal
tersebut dilarang pada awalnya. Sebagaimana dalam Al-qur’an telah dijelaskan
dalam Surat Al-Baqgarah ayat 217:
nieally o T o 5 B 5 48 08 (4 08 g i 5

(VY s ady. L g e 8T s ST L il 1) o1
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Artinya: “mereka bertanya kepadamu lentang berperang pads bulan Harsm,
Katakenlah: "Berperang dalsm bulan ity adalah dosa besar; tetapi
menghalangi (manusia) dari Jalan Allah, kafir kepada Allah,
(menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari
sckitarnya, lebih besar (dosan ya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih
besar (dosan ya) daripada membunuh. .. ”

Ayat ini mentoleransi atau bahkan mendispensasi untuk melancarkan
peperangan di bulan haram, padahal status hukum asalnya haram, tapi untuk
kemaslahatan yang lebih besar bagi da’wah Islamiyah bahkan umat manusia,
maka mengambil inisiatif menycrang sckalipun adalah langkah yang dibenarkan
olch syara’. Kemaslahatan yang lebih besar itu berupa dapat dilumpuhkan atau
dihancurkannya kekuatan yang; menghalangi dakwah fisabilillah, dzahirnya
rninstitusi kekufuran, penodaan terhadap tempat suci al Masjidil Haram,
pcngusiran kaum muslimin dari rumah dan kampung halaman mereka.

Meskipun ayat ini membahas tentang diperbolehkanya perang, tapi pada
dasarnya perang pada bulan haram dilarang, Namun esensinya (maqasid) adalah
untuk kemaslahatan yang lebih luas, dan meskipun terlarang juga diperbolehkan
dengan syarat kemaslahatan yang lebih luas dapat dicapai dengan jalan tersebut.

Dan dalam kaitannya dengan dumping, meskipun terdapat sebuah upaya
kuat dari para pengusaha untuk menghalang-halangi dengan cara meminta bea
Anti Dumping terhadap barang dumping agar tidak menggangu usaha yang ada,

namun hal ini boleh dikesampingkan olch pelaku dumping dan terus

mclanjutkanya sclama dumping memang bertujuan untuk menjual barang secara
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wajar saja, untuk membuat barang dapat diterima dipasaran, Hal ini tidak dapat
dilarang,
Karena memang kemudahan pada masyarakat umum untuk dapat hidup
layak harus dilindungi. Sebagaimana firman Allah:
(1 sy Oy s
Avtinya: Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak
membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu,
supaya kamu bersyukur. (QS Al Maidah: 6)
Diperbolehkanya  tindakan dumping ini juga untuk menghindari

monopoli dari pengusaha lokal terhadap akses kebutuhan masyarakat dalam

negerinya.



BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang ada dapat disimpulkan secara sederhana bahwa :
Diskriminasi harga adalah: pemberlakuan harga jual lebih murah pada tempat
tujuan ekspor dibandingkan dengan harga jual yang diberlakukan di ncgara
asal/asli barang tersebut. Biasanya hal seperti ini dibarengi dengan penjualan
dengan kuota yang sangat besar. Dan proses-proses perdagangan semacam
:nilah yang biasa di scbut dengan istilah dumping,.

Dari analisis maslaliah mursalah dapat disimpulkan bahwa dumping bolch
dilakukan. Diukur dari kebaikan-kebaikan yang ada, perilaku dumping
terbukti memberikan kebaikan kepada kalangan yang lebih luas dari pada
kemadlaratanya. Yaitu: konsumen, pelaku dumping, dan para pekerja buruh
industri di negara dumping. sehingga tindakan pelarangan terhadap dumping
adalah scbuah kedzaliman atau kesalahan besar. Dan menghalang-halangi
dumping berarti menghalang-halangi kebaikan yang terjadi pada masyarakat

luas..

B. Saran

1.

Kepada masyarakat muslim
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Ketika suatu permasalahan harus dihadapkan dengan hukum, maka
sesuatu memang akan terkesan menjadi lebih rumit dari pada biasanya.
Karena memang dalam hukum sendiri sangat erat dengan perdebatan dan
perselisihan pendapai didalamnya, Namun hal ini tidak berarti hukum tidak
memiliki konsistensi, Justru sebaliknya, konsistensi hukum akan dengan
mudah terlihat dari perdebatan-perdebatan yang menyehatkan. Karena dari
perdebatan akan muncul sebuah solusi yang baru terhadap kebuntuan yang
sudah-sudah.

Karcna itu bagi masyarakat muslim pada umumnya. Keinginan unt uk
memperluas keilmuan (hukum) tidak boleh menutup diri terhadap hal-hal
yang baru dalam menganalisis permasalahan hukum. Termasuk menggunakan
maslahah mursalah.

Kepada masyarakat pada umumnya

Dumping adalah sesuatu yang bisa menguntungkan merugikan namun
juga bisa menjadi hal yang menguntungkan bagi masyarakat pada umumnya.
Karena itu masyarakat, sebagai pihak yang bersentuhan dengan barang hasil
produksi untuk ikut berperan dalam mengawasi tingkat harga barang
konsumsi yang layak didapatkan olehnya. karena dengan minimnya
pengetahuan, kebutuhan masyarakat akan mudah untuk dipermainkan
termasuk di tingkatan harganya. namun demikian, barang murah juga harus

tetap mendapatkan kewaspadaan oleh masyarakat secara langsung. Karena
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bisa saja hal tersebut adalah hal yang tidak terlalu baik bagi mereka. Sekali
lagi, peran masyarakat sangat penting untuk memahami realitas
perekonomian secara utuh. Mengingat peran masyarakat memang sangat

penting dalam mewujudkan keadilan, bukankah fox populy adalah fox dey?
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